
BUPATI BOYOLALI 
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 

NOMOR 3 S' TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang a.

Mengingat

b.

c.

1.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 
pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan 
penilaian risiko;
bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem 
pengendalian intern yang efektif dan efisien di 
lingkungan Pemerintahan Daerah, perlu 
menerapkan manajemen risiko;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Penerapan Manajemen risiko;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah.....

3.



Menetapkan

5.

6.

7.

8.

9.
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah an Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041);
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 244);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan 
Atas Penyelenggaraan Pemerintah an Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara 
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah an 
Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 
2018 tentang Kebijakan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG 
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO.

PEDOMAN

BAB I.
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BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut 
Inspektorat Daerah adedah Inspektorat Daerah yang merupakan 
unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

7. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian 
tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.

8. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit keija 
yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Risiko.

9. Unit Kepatuhan adalah unit keija yang bertugas memantau 
pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah 
Daerah dan Perangkat Daerah.

10. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian 
yang sudah ada.

11. Analisis Risiko adalah proses penileuan terhadap Risiko yang telah 
teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya 
dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status 

Risikonya.
12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, 

mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat teijadi sehingga dapat 

berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah 

uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh 

Perangkat Daerah.
14. Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat 

berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan 
untuk mengelola Risiko di instansi.

15. Selera Risiko adalah tingkat Risiko yang bersedia diambil instansi 
dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang 
dikehendakinya.

16. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu 
Risiko.

Pasal 2.
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Pasai 2

(1) Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat/seluruh 
pegawai pada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan 
Risiko pada Pemerintah Daerah.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam 
mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan 
Pemerintah Daerah.

BAB II
PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 3

(1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan 
strategis Pemerintahan Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, 
dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.

(2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
a. pengembangan budaya sadar Risiko;
b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko 

Pasal 4

(1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai dengan nilai-nilai 
organisasi Pemerintah Daerah.

(2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui:
a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di selviruh 

tingkatan organisasi di setiap satuan keija;
b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan 

keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
c. pembangunan/ perbaikan lingkungan pengendalian yang

mendukung penciptaan budaya Risiko.
(3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), berupa:
a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;

c. penghargaan.....
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c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

(4) Penyelenggara manajemen Risiko pada tingkat kegiatan yaitu pejabat 
pelaksana teknis kegiatan.

Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko 

Pasal 5

(1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan 
Risiko, yang terdiri atas:
a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;
b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan 

pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
c. Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah sebagai UPR;
d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

(2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, berwenang menetapkan arah 
kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan 
Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di 
lingkungan Pemerintah Daerah.

(4) Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah sebagai UPR sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertanggung jawab melakukan 
pengelolaan Risiko di lingkup keijanya.

(5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d, memantau pelaksanaan pengelolaan 
Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat 
Daerah.

(6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berwenang 
memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan 
Risiko Pemerintah Daerah.

(7) Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, 
Bupati membentuk komite pengelolaan Risiko.

(2) Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas:
a. Bupati sebagai Ketua;

b. Kepala Badan.
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b.

c.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan 
Daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan 
Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Pasal 7

Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki 
tugas:

melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah 
Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan 
pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan 
pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah.

a.

b.

Bagian Keempat 
UPR

Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko terdiri atas:
a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
b. UPR tingkat eselon II; dan
c. UPR tingkat eselon III dan eselon IV/Sub Koordinator.

Pasal 9

(1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 huruf a memiliki tugas:
a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah 

Daerah;
b. menyusun rencana keija pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah 

Daerah;
c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian 

tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil 

identifikasi dan analisis Risiko; dan
e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

(2) UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b
memiliki tugas;
a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II 

pada Perangkat Daerah masing-masing;
b. menyusun rencana keija pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon 

II pada Perangkat Daerah masing-masing;
c. melakxikan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian 

tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;

d. melakukan.



' 'h:1-

-7-

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil 
identifikasi dan analisis Risiko; dan

e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
(3) UPR tingkat eselon III dan eselon IV/Sub Koordinator sebagaimana

dimaksud dal am Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
a. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian 

tujuan dan sasaran kegiatan;
b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil 

identifikasi dan analisis Risiko; dan
c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Kelima 
Proses Pengelolaan Risiko

Paragraf 1 

Umum

Pasal 10

(1) Proses pengelolaan Risiko meliputi:
a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
b. penilaian Risiko;
c. kegiatan pengendalian;
d. informasi dan komunikasi; dan
e. pemantauan.

(2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai 
periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

(4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen 
secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan 
disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 2
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperlukan untuk 
menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam 
mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.

(2) Identifikasi.
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(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada 
tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan 
dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian.

Paragraf 3 
Penilaian Risiko

Pasal 12

(1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 
huruf b dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat 
menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan 
merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk 
memperkecil Risiko.

(2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
atas:
a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
b. tujuan strategis (entitas) Pereingkat Daerah; dan
c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.

(3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan 
bersamaan dengan proses penyusunan rencana pembangunan 
jangka menengah Daerah.

(4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan 
bersamaan dengan proses penyusunan rencana strategis Perangkat 
Daerah.

(5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan 
bersamaan dengan proses penyusunan rencana kegiatan anggaran 
Perangkat Daerah.

Pasal 13

(1) Proses penilaian Risiko meliputi:
a. penetapan konteks/tujuan;
b. Identifikasi Risiko; dan
c. Analisis Risiko.

(2) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan 
kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kineija 
tahunan.

(3) Tujuan dalam pengelolaan Risiko dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan 
yaitu:
a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
b. konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
c. konteks operasional (kegiatan).

(4) Tujuan.....
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(4) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan 
strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam 
dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

(5) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan 
berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana 
tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

(6) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan 
kegiatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Kegiatan
Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 14

(1) Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan 
pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis 
atas RisikO'Risiko.

(2) Kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:
a. skala dampak Risiko;
b. skala kemungkinan Risiko; dan
c. skala tingkat Risiko.

Pasal 15

(1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pased 13 ayat (1) 
huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat 
menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah 
yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis 
(entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) 
Perangkat Daerah.

(2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi kegiatan:
a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian 

tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak 
Risiko; dan

b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam daftar 
Risiko.

Pasal 16

(1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 
huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dan suatu sisa 
Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi 
untuk menciptakan RTP.

(3) Tahap.....
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(3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:
a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
b. memvalidasi Risiko;
c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang 

dibutuhkan; dan
d. menyusun RTF.

Paragraf 4
Kegiatan Pengendalian 

Pasal 17

(1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(1) huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.

(2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
kegiatan:
a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat 

berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
b. pelaksanaan kebijakan dein prosedur pengendalian.

Paragraf 5
Informasi dan Komunikasi 

Pasal 18

(1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimeiksud dalam Pasal 10 
ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat 
komunikasi internal dan ekstemal yang efektif dalam setiap 
tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan 
pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan 
pengendalian.

(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana 
informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan 
pengelolaan Risiko.

Paragraf 6 
Pemantauan

Pasal 19

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e 
dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan.
(2) Pemantauan.
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(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh pimpinan secara beijenjang mulai dari Bupati, Kepala 
Perangkat Daerah (pejabat eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang 
(pejabat eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (pejabat eselon 
IV)/Sub Koordinator) sesuai dengan ruang lingkup dan
kewenangannya.

(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah 
oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.

(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan 
oleh Inspektorat Daerah selaku penanggung Jawab pengawasan 
pengelolaan Risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan 
pengawasan lainnya.

BAB III 
PELAPORAN

Pasal 20

(1) Dalam rangka menduloing akuntabilitas pengelolaan Risiko, 
Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.

(2) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:
a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan,

(3) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang 
terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian 
Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko 
operasional Perangkat Daerah.

(4) Laporan pelaksanaan Risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada 
Bupati, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.

(5) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen 
RTP.

(6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan secara triwulanan, dan 
tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada 
Sekretaris Daer^ dan Unit Kepatuhan.

(7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk tingkat entitas Pemerintah 
Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan 
untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional 
Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR tingkat eselon II.

(8) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan secara 
tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada 
Sekretaris Daer^.

BAB IV.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal Zl 2021

BUPATI

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 21 2021

SEKRETARIS DAERAH 
KABI/PATEIN BOYOLALI,

RITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR <5 T 

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

AGNES SRySUKARTlNINGSIH
Pembina Tingkat I 

NIP. 196711021994032009
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR TAHUN 2021 
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

I. PENDAHULUAN
A. La tar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 
ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan 
penilaian Risiko; dan

2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerinteih diperlukan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko 
pada Pemerintah Kabupaten Boyolali.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:
1. mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan 

Pemerintah Daerah; dan
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta 

memantau aktivitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintah 

Daerah.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO
Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan 
pengendalian intern, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan 
pengelolaan Risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost 
and benefit^, kejelasan kriteria dan metodologi penilaian Risiko, struktur 
pengelola Risiko, perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan 
secara komprehensif atas tujuan strategis Pemerintah Daerah maupun 
kegiatan utama Perangkat Daerah. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan 
Risiko perlu ditetapkan sebagai bentuk penegasan sistem pengelolaan 
Risiko yang akan diterapkan sekaligus sarana untuk membangun budaya 
sadar Risiko, Dalam rangka pengendalian intern yang konsisten dan 
berkelanjutan perlu dibuat kebijakan pengaturan penyelenggaraan 
pengelolaan manajemen Risiko Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam 

Peraturan Bupati ini.
Adapun kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan Risiko di 
lingkup Pemerintah Daerah, meliputi:
A. Penetapan konteks pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas
tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat



Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat 
Daerah.
1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan
mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 
strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pengelolaan Risiko strategis 
tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil 
Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat 
Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan
mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 
strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen 
perencanaan strategis Perangkat Daerah. Pengelolaan Risiko strategis 
Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat 
Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko 
tingkat eselon II dan UPR tingkat eselon III dan eselon IV/Sub 

Koordinator.
3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko operasioal Perangkat Daerah bertujuan
mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 
operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam 
dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti: 
Penetapan Kineija Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat 
Daerah. pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat Daerah 
dilakukan oleh masing-masing Pimpinan perangkat Daerah bersama 
jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR tingkat eselon II dan 
Unit Pemilik Risiko tingkat eselon III dan eselon IV/Sub Koordinator.

B, Penetapan struktur analisis Risiko
Penetapan struktur analisis Risiko bertujuan memberikan pemahaman 
yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko 
di lingkup Pemerintah Daerah mengenai aspek-aspek pengelolaan 

Risiko, yang antaira lain meliputi:
1. sumber Risiko. berasal dari internal dan ekstemal. Risiko yang 

berasal dari faktor ekstemal misalnya peraturan perundang- 
undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan 
gangguan keamanan. Risiko yang berasal dan faktor internal 
misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang 
tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan 
prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif.

2. dampak Risiko. diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau 
akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang 

menghambat pencapaian tujuan teijadi.
3. pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui 

pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan
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pencapaian tujuan.

C. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko
Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman 
yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di 
lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis 
atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan 
keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat 
Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan 
lebih lanjut. Kriteria peniaian Risiko terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu 
skala Dampak Risiko, skala kemungkinan terjadinya (Probabilitas) 
Risiko, dan skala tingkat Risiko (Nilai Risiko).
1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak Risiko 
diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak 
Risiko. Sebagai contoh kategori dampak Risiko dapat diilustrasikan

Kategori Dampak
Sangat signifikan/sangat 
besar

4 Pengaruh terhadap pencapaian 
tujuan sangat signifikan

Signifikan / besar 3 Pengaruh terhadap pencapaian 
tujuan tinggi/signifikan

Kurang signifikan/kecil 2 Pengaruh terhadap pencapaian
tujuan rendah / kurang
signifikan

Tidak signifikan / sangat 

kecil
1 Pengaruh terhadap pencapaian 

tujuan tidak signifikan
Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala aengan 
menggunakan operasionalisasi dampak yang lebih rinci sebagai 
berikut:

Keuangan ;-Kaia^gpr" ;; rKeuaugan , Hukum .:
Sangat
Tinggi

4 Kerugian
sangat
besar

Kegiatan
terhenti,
tujuan
tidak
tercapai

Negatif, 
tersebar 
luas di
banyak 
media

Pelanggaran
serius,
terkena
sanksi

Tinggi 3 Kerugian
besar

Kegiatan
sangat
terhambat,
kurang
efektif

Negatif,
tersebar di
beberapa
media
nasional
/lokal

Pelanggaran
serius,
sanksi
tertulis

Rendah 2 Kerugian
cukup
besar

Kegiatan
terhambat,
kurang
efisien

Negatif,
terdapat
pemberitaan

Pelanggaran
biasa,
sanksi
tertulis
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Sangat 1 Kerugian Ada Ada Pelanggaran
Rendah kecil, hambatan pemberitaan biasa,

kurang kegiatan, negatif, sanksi
material namun namun teguran

tertangani tidak
material

2. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko
Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk 
menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya 
Risiko. Sebagai contoh kategori probabilitas Risiko dapat 
diilustrasikan sebagai berikut:

r ' ’
riin;:-,; ...................

-- Kej|cliai;
. •Tunggal''--^; ^^Berutangs*-#

Sangat Sering 4 Sangat
sering,hampir 
pasti teijadi
(probabilitas >
>75%)

Dapat terjadi 
beberapa kali 
dalam 1 teihun

Sering 3 Sering terjadi
(probabilitas > 
50% s.d 75%)

Kemungkinan 
teijadi sekali
dalam 1 tahun

Jarang 2 Kemungkinan
terjadi,
meskipun kecil 
(probabilitas > 
20% s.d 50%)

Kemungkinan 
terjadi sekali
dalam 5 - 10
tahun

Sangat Jarang 1 Sangat jarang 
terjadi
(probabilitas < 

20%)

Kemungkinan 
terjadi sekali
dalam 5-20 
tahun

3. Skala Nilai Risiko (Matrik Risiko)
Skala nilai Risiko atau matrik Risiko merupakan basil perkalian skor 
dampak Risiko dan skor probabilitas Risiko, yang diperlukan untuk 
menetapkan atau menyusun peta Risiko prioritas sebagai dasar 
pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima 
maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima.

Contoh tabel perhitungan Skala Nilai Risiko sebagai berikut:

No. Program / Kegiatan
Uraian
Risiko

Skor
Dampak

.■ i

Skor
Kemungkinan

Skala
Nilai

Risiko

1. - - 3,4 2,3 7,8
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Kriteria Skala Nilai Risiko
Skala Nilai

Risiko Kategori Penerimaan Risiko Tindakan

4,01-8 -

^ *s

- Sedang ;'

^

Diperlukan 
pengex^dalian yang^;
- lebih baik

disarankan diambil | 
Jindakan jika tersedia| 

sumbeTdaya--.
8,01 - 12 Tinggi Harjs menjadi 

perhatian managemen
diperlukan tindakan 

untuk mengelola 
Risiko

Untuk lebih memudahkan penentuan Risiko prioritas dan 
acceptable! unacceptable riskt dapat pula digunakan matriks Risiko 
berdasarkan skala dampak dan probabilitas Risiko serta kriteria level 
Risiko/risk appetite yang telah ditentukan. Kategori nilai Risiko dan 
operasionalisasinva dapat diilustrasikan sebagai berikut;

MATRIKS
ANALISIS RISIKO ' ^

1 Oamoak/Konsekuensi 1
Tidak

8tqnHikan K,c" B”ar

1 5.„

9 1—

1 Hampir pasti

Kemungkinan • o'!
besar ! 4 j i ; 1

Kemungkinan I
keen - 1

Sangat jarang

Keterangan : m ‘i!itTlnggl

Penetapan area atau bidang yang menjadi Risiko prioritas yang 
memerlukan penanganan/respon Risiko Pemerintah Daerah 
dipengaruhi oleh selera Risiko atau preferensi manajemen 
Pemerintah Daerah. Dalam tabel di atas, kategori sangat tinggi 
(merah) dan tinggi {orange) merupakan area yang memiliki sisa 
Risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang 
sangat tinggi. Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi 
prioritas berikutnya, sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat 
rendah (hijau) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan 

diterima.

D. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko Waktu, 
tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko, adalah sebagai 
berikut:
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No Vtfoktu . . . / Tot'«|Jon " ' • 
M<i riaJorr^tSj„

T<iFiap<in
Po n c] a 1 <31CT c) rr P«lDXsono' Outpu* Tanapan

(,on^''ioici iflsilko
Pomdo fiistkD if ■ 1

,v
Pro««« p«oyvi«U 
non ftPJMD (Sotu 
toHun
RPJMO e lo^kunoo 
Mr|oior» PK^MO 
ditatopkon)

ProMra p^f'iyuffuood 
Mnstra OPD (Satu 
tcir>un Aet^^lvim 
PPJMO 6 torujr>on 
b^r^oion od ftPJMD 
da«iop4(un}

Nov«mc>*r -
To^uo

20)X*t

^ Jdouort *d 
' v P«^»fT>b»r TohMA

' aoix

B«rXak>
(Trtvvu4of>on)

P#r)yu»uncK> rkpo 
don w«r>jcj OPO

F«nyo«uoan RXA 
OPD (P«r>*(opon 
roncono povomn & 
poQu ono^oron por 
ktotf toioo)

P«nyu«ur>oo 
Raocon^cjn DPA 0PU» 
don p4»n«Ytopon OPA 
OPD

P*loir»cirinon APdD

A/onon don kmbi^kon 
ponllo«on n«Uco S 
tonunon
P«nyo*unon M«iko 
SlrOtOQ^ P4Mncia

PonyviAunon Msxco 
Strotogto (CnUtot) 
OPD

Arol^on don XROi^olcon 
ponitci»0'i r^«tko 
tOl>unCin

P«nvv^*ooor> M»lfco 
Op«^»«onoi OPO 
Pv« *^xon‘)unikg>ton 
M*llro uoA RTP,

P*nyvr«vinon crtOM 
R«vrM XROP 
PTiQfcomunttcaaton
poruoonon KSOP

PgoykjPMoo*> citOM 
ponyoinpomoon 
KSOt* (TtiidciK lantuT 
RTP)
p«lok«anoan <SOP

RRtoporan don 
i-i-ionilotcng rIsBco don 
K«0»*

• Kon*>Uo p«f%d«loloon 
ftteitco
Toledo M»loku 

- UP» Romdo (Kopota 
ooeron oon Kopolo
OPO/SKPO)

Komito pongviouion 
rtalKo
S4»kdo — ioittj 
Kooi cJirvolcx 
UPR Tirtgkot Cs I / a 
(Kepalo OPO/SKPD 
clan KotKie/KoiXcl 
OPC3)

KopokJ OPD
Unit PofnilIK Rl»IKo
TlnQKut E« 3. 4 OPO

KPpato OPO
KCHTutu Puoye4oloon
AisUco
OPR TlOQklit Porrtdo. 
Ttrtgkot tapion I. a. 3. 
dciti A
Sekdo aeioKu 
kOOrdfnoKor

- KomR* PprvgMotaem
Risiko

- OPA TIngkcM Pomda. 
rk>wkut EMton I. 2. 3. 
don 4

- KorruM Porvgololoori 
RI«iko

- KopcRO OPD
- I'okjk&onci prooram 

don kogicuon

- OPR Tir^kol Pomdo. 
Tirvykot Esptort I

don
a. Tingkot Eselon 3 
don 4

- Unit Kepotudon
- Mkdo «4laku 

koordtnolCM

• Dokurrxn Arotton 
don k<il>ljokan 
puftMoton risiko 6 
Tokutnon

- DoUOl All.lkodon 
RTP SI«Tt«gl4
Paendo

Dodor Risikodon RTP 
Stroxogls (iniitoa) 
OPO

OokLiman Arokvon don 
kablKtltdn ponHoton 
rtsiko toitunon

Oottor rialko dan RTP 
Opo«MH>noi OPO

- PorPolKOn RIP
- KSOP
- Notutan ppngicomu 

nlkCKlon 
Ftnolisu*! Oollor 
>l4lfeo don RTP

KSOP
Suktl pa’okponoon 
KSOP

- form Monitoring 
Risiko

- form Monitoring Tl 
RTP

Adapun keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan Pengawasan 
Intern Berbasis Risiko antara lain tercermin dalam pemanfaatan 
dokumen penilaian Risiko yang telah disusun dan diformalkan sebagai 
bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengawasan atau 
PKPT berbasis Risiko oleh Inspektorat Daerah.
Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 Pasal 
49 ayat (5) dan ayat (6) yang menyatakan bahwa Inspektorat 
Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan 
dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
Selain itu dalam daftar uji Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 
mengenai identifikasi Risiko menyatakan bahwa:
1. Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan metodologi identifikasi 

Risiko yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan 
pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.

2. Risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan tingkat 
menengah menjadi perhatian pimpinan Instansi Pemerintah yang 

lebih tinggi.
Hal tersebut menunjukkan bahwa:
1. penilaian Risiko perlu dilakukan sampai ke tingkat Perangkat 

Daerah, terutama penilaian Risiko pada tingkatan kegiatan pada 

pimpinan tingkat menengah;
2. Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah di 

Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

Perangkat Daerah.
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III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH 
A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah 

sebagai berikut:

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Boyolali

Camat

SEKWAN

Sekretaris,
Irban

Sekretaris,
Bidang

KEPALA
BADAN

DAERAH

KaSubbag 
pada Sekda

KaSubbag
/Sub
Koordinator

KEPALA DINAS/
ORGANISASI
PERANGKAT

Sekretaris,
Bagian

KaSubbag/
Sub

Koordinator

KaSubbag/
KaSubbid/Sub
Koordinator

KaSubbag/
Ka.Seksi/Sub
Koordinator

UNIT PEMILIK RISIKO 
Tk. PEMOA

Unit Kepatuhan 
Asisten Setda

Sekretaris,
Bidang

Kepala
UPTD

UNIT 
PEMILIK 

RISIKO TK. 
Eselon 2

PENANGGUN6JAWAB
BUpATI

Kabag 
pada Sekda

KOMITE 
PENGELOLAAN 

RISIKO TK.PEMDA

• PENANG6UNGJAWAB 
PENGAWASAN

• UNIT PEMILIK RISIKO 
Tk. Eselon 2

Inspektur Daerah

UNIT PEMILIK 
RISIKO Tk. 

Eselon 3 dan 
Eselon 4

• KOORDINATOR PENYELENGGARAAN 
PENGELOLAAN RISIKO

• UNIT PEMILIK RISIKO Tk. Eselon I

Sekretaris Daerah
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Struktur pengelolaan Risiko diuraikan sebagai berikut;
1. Penanggung jawab

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah 
kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah, Bupati juga 
bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian Risiko 
pada Pemerintah Daerah. Bupati menetapkan Pedoman Penilaian 
Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan 
pengelolaan Risiko.

2. Koordinator penyelenggaraan
Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang 
mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah 
Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris 
Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan 

antara lain:
a. menyusun jadwal/agenda penilaian Risiko;
b. mcmbuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan 

Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
c. memfasilitasi proses penilaian Risiko; dan
d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

3. UPR
UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan 
pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab 
pemilik Risiko adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan kegiatan penilaian Risiko {risk assessment^ atas 

Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta 
melaksanakan pengendalian yang ada di unit keija masing- 

masing.
b. melaporkan peristiwa Risiko yang teijadi dalam pelaksanaan 

kegiatan sehari-hari.
c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja 

dan peristiwa Risiko yang teijadi di masa lalu dalam unit keija 
masing masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning 
indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keteijadian 

Risiko di masa yang akan datang.
d. menyusun hasil penilaian Risiko (risk assessment^ untuk 

dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
e. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang 

pelaksanaan pengendalian Risiko.
f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan 

pengendalian.
UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut: 

a. UPR tingkat Pemerintah Daerah.
Struktur UPR tingkat Pemerintah Daerah, terdiri dari:
Ketua : Kepala Bagian/ Bidang yang menangani

perencanaan pada Perangkat Daerah
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Koordinator Teknis
merangkap
anggota

Anggota

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian 
dan Pengembangan Daerah Kabupaten 
Boyolali, atau unit lain yang menangani 
perencanaan
seluruh Kepala Perangkat Daerah 
(Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, 
Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, 
Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan 
Direktur RSUD, dan sebagainya)

b. UPR tingkat unit Eselon II
Struktur UPR tingkat vmit Eselon II, terdiri dari:
Ketua : Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat

Daerah, selaku pemilik Risiko tingkat 
Perangkat Daerah.
Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala 
Bagian/Bidang yang menangani 
perencanaan pada Perangkat Daerah. 
Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban 
pada Perangkat Daerah yang 
bersangkutan.

c. UPR tingkat unit Eselon III dan Eselon IV/Sub Koordinator 
Struktur UPR tingkat unit Eselon III dan Eselon IV/Sub 
Koordinator, terdiri dari:
Ketua

Koordinator Teknis 
merangkap 
anggota 
Anggota

Koordinator Teknis
merangkap
anggota

Anggota

Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik 
Risiko tingkat kegiatan.
Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/ 
Seksi/Sub Koordinator yang ditunjuk 
untuk menangani perencanaan
kegiatan pada Perangkat Daerah.
Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub 
Bidang/Sub Koordinator/Seksi pada 
Bagian/Bidang yang bersangkutan,

4. Komite pengelolaan Risiko
Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko tingkat Pemerintah 
Daerah, Bupati dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, 
dengan tugas sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait 

keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah 

Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan 
pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah,

c. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan 
pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati 
cq Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan Risiko terdiri atas:
a. Bupati sebagai Ketua;
b. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
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Daerah Kabupaten Boyolali sebagai koordinator merangkap 
anggota;

c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota
Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat 
membentuk tim teknis melalui Keputusan Bupati.

5. Unit Kepatuhan
Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan 
pengelolaan Risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 
Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan 
pada Perangkat Daerah.
Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap 
Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan 
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, 
melakukan kegiatan antara lain:
a. memantau penilaian Risiko dan RTP;
b. memantau pelaksanaan RTP;
c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan Risiko;
d. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan 

pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris 

Daerah.
Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk 
tim teknis dengan Keputusan Bupati.

6. Penanggung jawab pengawasan
Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, 
bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait 
penerapan pengelolaan Risiko. Dalam melaksanakan tanggung 
jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan antara lain:
a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko 

pada Pemerintah Daerah;
b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Instansi Pemerintah; dan

c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang 
bangun serta implementasi pengelolaan Risiko secara 

keseluruhan.
Efektivitas struktur pengelolaan Risiko dipengaruhi antara lain oleh 
komitmen pimpinan, budaya sadar Risiko, dan kejelasan struktur 

pengelolaan Risiko.

B. Proses Pengelolaan Risiko
Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan 
segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan 

sebagai berikut:
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Ideiitifika&i Keiemahan Lir>fskuti»88r>l_>- 
Penizendanan Intern (1)

Pcnilaian Risiko (2)

a rt'an Ko nre ks/TUirua n
i ‘

Tahapan proses pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, terinci sebagai 
berikut:
1. Identiflkasi kelemahan lingkungan pengendalian

Ikhtisar identiflkasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dapat 

disajikan sebagai berikut:

Tujuan

Keluoran

MengWenttflkosi kelenxjhan-icelemohon dolam setiap sub unsur llngJamgon 
pengendalian Intern

SimpuIan kondlsi llagkungan pengendalian intern dan kelemahandotom sub_ 
unsur lingkungan pengendalian intern yang memerlutcon perbaikan^:-.r«»l’B^‘'

Peloksona/Pihok Terkolt : TingkotPomda:
- S^dd selaku Koordinator

\%am

Sum be r data utama

- Unit PenriHBc Wsiko Pemerintah Oaeroh {Kepolo Doeroh don Kepala OPD/ 
Eselon I dan M)

- Fosilitator

- Penyusunan RPJMD

- Reviu dokumen. onalisis infotmosi dari media mossa, wawancara dll 
-Survei persepsi atos lingkungan per>g©ndalion Intern dengon metode CEE

Identiflkasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan 
melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian 
pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah. Identiflkasi kelemahan lingkungan 
pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:
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persiapgn Pafiiloion ■ Peniha km awol alas 
kelemohon iingkungon 
peogendoUan irwkiiui 

reviu(Jokumen

Kajiaa reviu atas 
kondisi don kuliur 

Instansi berdasorkon 
hosil audit, kajian, 

bertta, wowoncora 
data kiinnya

Persia pan data 
don kuesioner

Survei persepsi 
pegawai otcs 

kondisi lingkuf^an 
pengendaiian 

mekiiui Controi 
tnvirontment 

Evaluation (C£E)

Mendasarkon 
kepodo duo hosil 

simpulan sementaro 
yaitu hosil penilaion 
awol dan hosil survei 

persepsi

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendaiian
1) Persiapan data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendaiian 
urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa:
a) Laporan basil audit pada Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan misalnya audit operasional, audit kineija, dan 
audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;

b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/ 
pilihan oleh Inspektorat Daerah;

c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendaiian urusan 
wajib/pilihan Pemerintah Daerah; dan

d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan 
Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media 
massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain 

yang relevan.
2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendaiian 

dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (ilustrasi sebagaimana 

form 1).
Ilustrasi lembar kuisoner dapat disajikan sebagai berikut:
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KUESIONER CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

A. PENGANTAR

Bapak/ibu yang terhormat, terima kasih sudah bersedia mengisi 
kuesioner ini. Kuesioner ini bertujuan untuk keperluan internal dan 
dimaksudkan untuk melihat kondisi lingkungan pengendalian di unit 
instansi Bpak/Ibu. Mengingat pentingnya data dari kuesioner ini, 
diharapkan Bapak/Ibu mengisinya dengan benar dan jujur sesuai 
dengan kondisi saat ini. Kami menjamin kerahasiaan identitas 
Bapak/ibu dan rekapitulasi kuesioner tidak akan mencantumkan data 
diri Bapak/ibu sekalian.

B. IDENTITAS RESPONDEN

Berilah tanda silang untuk posisi anda saat ini?
1. ED Pejabat Struktural

2. □ Pejabat Fungsional Tertentu
3. EH Pejabat Fungsional Umum/Staf

C. PETUNJUK PENGISIAN

1. Isilah dengan memberikan tickmark (V) pada sal ah satu kotak pilihan 

jawaban.
2. Bapak/Ibu dapat menambahkan narasi lain terkait kondisi 

lingkungan pengendalian pada bagian akhir kuesioner ini.
3. Apabila terdapat pemyataan yang dirasa kurang jelas, silahkan 

ditanyakan kepada fasilitator.

KUESIONER EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

NO. PERTANYAAN/ KUESIONER PILIHAN JAWABAN

I. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

A. Pengembangan Integritas dan Nilai Etika

1 Pimpinan memberikan keteladanan dalam 
hal integritas dan etika pada tingkah laku 
sehari-hari.

1.1_1 Tidak Pemah
2. EH Jarang

3. EH Sering
4. n Selalu
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Dalam lembar kuisioner CEE tersebut terdapat 81 pertanyaan yang 
harus dijawab oleh responden. Responden diharap mewakili dari 
berbagai bidang dan saat menjawab diharapkan sesuai kondisi 
sebenar-benamya pemahaman responden atas pertanyaan tersebut, 
sehingga basil rekapitulasi menunjukan kondisi organisasi 
sebenamya untuk dilakukan perbaikan.

Form 1
Ilustrasi Kertas Keija Tabulasi Kuesioner 

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN
PENGENDALIAN INTERN 

CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

NO.
/KUESIONiER-

. vHWABAN ’k: 
-„ ^ RESPQNDEN (R)5

R4 85 m

- SIMPULAN 
KUOSIONER

SSB

MEMADAT"
Pegawai mendapatkan 
pesan integritas dan nilai 
etika secara rutin dari 
pimpinan instansi 
(Misalnya keteladanan, 
pesan 
moral dll)

Memadai

Pemerintah Daerah telah 
memiliki aturan perilaku 
(misalnya kode etik, 
pakta integritas, dan 
aturan perilaku pegawai) 
yang telah
dikomunikasikan kepada 
seluruh pegawai

Memadai

Telah terdapat fungsi 
khusus di dalam instansi 
yang melayani pengaduan 
masyarakat atas 
pelanggaran aturan 
perilaku/kode etik

Memadai

Pelanggaran aturan 
perilaku/kode etik telah 
ditindaklanjuti
K0MITMEN,TERI

■SB?

Standar kompetensi 
setiap pegawai/posisi 
jabatan telah 
ditentukan
Pegawai yang kompeten

4 2 3 2 3 3

Memadai

MmA£)A^
Memadai

Memadai
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telah secara tepat mengisi 
posisi/jabatan
Pemerintah Daerah telah 
memiliki dan menerapkan 
strategi peningkatan 
kompetensi pegawai

Memadai

Terdapat pelatihan terkait 
pengelolaan Risiko, baik 
pelatihan khusus 
maupun pelatihan 
terintegrasi secara 
berkala.

Memadai

KEPEMIMPINAN YANG KONDUS KURANG
MEMADAI

Pimpinan telah 
menetapkan kebijakan 
pengelolaan Risiko yang 
memberikan kejelasan 
arah pengelolaan Risiko

Kurang
Memadai

Pimpinan menerapkan 
pengelolaan Risiko dan 
pengendalian dalam 
pelaksanaan tugas dan 
pengambilan

Memadai

Pimpinan membangun 
komunikasi yang baik 
dengan anggota 
organisasi untuk berani 
mengungkapkan Risiko 
dan secara terbuka 
menerima/menggali 
pelaporan 
Risiko / masalah

Memadai

Gaya pimpinan dapat 
mendorong pegawai 
untuk meningkatkan 
kineija

Memadai

Pimpinan menetapkan 
sasaran strategis yang 
selaras dengan visi dan 
misi Pemerintah Daerah

Memadai

Rencana/ sasaran 
strategis Pemerintah 
Daerah telah dijabarkan 
ke dalam sasaran 
Perangkat Daerah dan 
tingkat operasional

Memadai
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Perangkat Daerah
Rencana strategis dan 
rencana keija Pemerintah 
Daerah telah menyajikan 
informasi mengenai 
Risiko

Kurang
Memadai

8 Adanya transparansi dan 
ketepatan waktu pelaporan 
pelaksanaan peran dan 
tanggung jawab masing- 
masing dalam pengelolaan 
Risiko

Memadai

D PENDELEGESIAN 
.jJAWAB YANG 
Kriteria pendelegasian 
wewenang telah 
ditentukan dengan 
tepat

Memadai

Pendelegasian 
wewenang dan 
tanggung jawab 
dilaksanakan secara 
tepat

Memadai

Kewenangan direviu 
secara periodik

Memadai

£ PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN 
YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER 
DAYA MANUSIA

KURANG
MEMADAI

Pemerintah Daerah telah 
memiliki Kebijakan dan 
prosedur pengelolaan 
Sumber Daya Manusia 
yang lengkap (sejak 
rekrutmen sampai 
dengan pemberhentian 
pegawai)

Memadai

Rekruitmen, retensi, 
mutasi, maupun 
promosi pemilihan 
Sumber Daya Manusia 
telah dilakukan dengan 
balk

Memadai

-16-



Insentif pegawai teiah 
sesuai dengan 
tanggung jawab dan 
kinerja

14 3 3 Memadai

Pemerintah Daerah teiah 
mengintemalisasi 
budaya sadar Risiko

Kurang
Memadai

Adanya pemberian 
reward dan/atau 
punishment atas 
pengelolaan Risiko 
(Misalnya
mempertimbangkan 
pertanggungj awaban 
pengelolaan Risiko 
dal am penilaian 
kineija)

Kurang
Memadai

6 Terdapat evaluasi 
kineija pegawai, dan 
teiah dipertimbangkan 
dalam perhitungan 
penghasilan

Kurang
Memadai

Instansi teiah 
mengalokasikan 
anggaran yang 
memadai untuk 
pengembangan SDM

Kurang
Memadai

PERWUJUPAN-pj^^^AEAgAT* 
INTERN PEMERINTfeSTANG
Inspektorat Daerah 
melakukan reviu atas 
efisiensi/efektivitas 
pelaksanaan setiap 
urusan/program secara 
periodik
Inspektorat Daerah 
melakukan reviu atas 
kepatuhan hukum dan 
aturan lainnya

4 3 3 3
Memadai

Memadai

Inspektorat Daerah 
memberikan layanan 
fasilitasi penerapan 
pengelolaan Risiko dan

Memadai
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^ - /koesiqneSSSS
- SlMPUbAN 

KUOSrONER-..
' ciiSS:"!?"Rs;i ■Miiui:

a b c d
penyelenggaraan SPIP

4 APIP telah
melaksanakan 
pengawasan berbasis 
Risiko.

3 3 3 3 3 3 3 Memadai

5 Temuan dan 
sarein / rekomendasi 
pengawasan APIP telah 
ditindaklanjuti

3 3 3 3 3 3 3 Memadai

"HUBUNGAN KERJ4^|N® 
"INSTANSI PEMERWMf^i\ia■/Txngll 

GAl

1 Hubungan kerja yang 
baik dengan 
instansi/organisasi lain 
yang memiliki 
keterkaitan operasional 
telah terbangun

3 3 3 3 3 3 3 Memadai

2 Hubungan keija yang 
baik dengan instansi 
yang terkait atas fungsi 
pengawasan / pemeriksa 
an (Inspektorat Daerah, 
BPKP, dan BPK) telah 
terbangun

3 3 3 4 3 3 3
Memadad

Keterangan:
Kolom c diisi dengan jawaban responden 
Keterangan jawaban:

1 : Tidak Setuju/belum ada/belum dibangun
2 : Kurang Setuju/telah dibangun/diterapkan, akan tetapi

belum konsisten
3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik,

tapi masih bisa ditingkatkan
4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan

baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain 
Kolom d diisi dengan simpulan hasil peniladan lingkungan 
pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur 
lingkungan pengendalian

Misal:
kesimpulan tiap pertanyaan:
"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 
dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden
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adalah 1 atau 2 kesimpulan sub unsur lingkungan 
pengendalian:
"Memadai", apabila selumh simpulan tiap pertanyaan pada sub 
unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila 
terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang 
"Kurang Memadai"

b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui 
reviu dokumen.
Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah 
dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan 
permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian 
kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang 
dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian, sebagai contoh 
data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi 
lingkungan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah secara 
umum yaitu:
1) Hasil Audit Kinerja Inspektorat Daerah dan LHP BPK;
2) Berita pada media massa.

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan 
lingkungan pengendalian intern di Pemerintah Daerah. llustrasi 
dapat disajikan sebagai berikut:

Nama Pemerintah Daerah : Kabupaten Boyolali
Tahun Penilaian 2021
Urusan Pemerintah an : Urusan Wajib Pelayanan Dasar 
Bidang Kesehatan
No. Sumber data ^Uraian Kelemahan ; Klasifil^gj

a b d. .

1 Media massa -Banyak teijadi
pencopotan/ mutasi 
pejabat daerah
karena tersangkut 
kasus hukum

-Penegakan
integritas dan nilai 
etika

-Komitmen terhadap 
kompetensi

-Pegawai belum
ditempatkan sesuai 
dengan kompetensi 
dan pengalaman

2 LHP BPK No. 
Xxx tanggal 
XXX tentang 
Hasil
Pemeriksaan
BPK atas
Efektivitas
Pengelolaan

-Pemerintah Daerah
belum memiliki
strategi dalam
pemenuhan dan
pendistribusian
SDM kesehatan di 
Puskesmas

Penyusunan dan
penerapan kebijakan 
yang sehat tentang 
pembinaan SDM
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No. Sumber data ^ “ Klasifika^s'L ’-

a ' Q"'

Sumber Daya 
Kesehatan
JKN

-Kualiilkasi dan
kompetensi Dokter 
serta tenaga
kesehatan di RSUD 
belum memenuhi 
kebutuhan.

Komitmen terhadap 
kompetensi

-Pemenuhan tenaga 
kesehatan di RSUD
belum
memperhatikan 
tingkat kebutuhan 
dalam pemberian
pelayanan 
kesehatan

Penyusunan dan 
penerapan kebijakan 
yang sehat tentang 
pembinaan SDM

3 SK Inspektur 
No. Xxx 
tanggal xxx 
tentang PKPT 
Inspektorat 
Daerah

Inspektorat Daerah 
belum melakukan 
audit kineija atas 
penyelenggaraan 
urusan kesehatan 
dalam tingkat 
strategis

Peran APIP yang 
efektif

4 LHP BPK No. 
Xxx tanggal 
xxx tentang 
Hasil
Pemeriksaan 
atas Kinerja 
Penyelenggar 
aan JKN

- Pelayanan pasien 
BPJS belum optimal 
dan terdapat 
regulasi Dinas 
Kesehatan tidalc 
berjalan 
sebagaimana 
mestinya yaitu 
ketentuan mengenai 
praktek Dokter

Kepemimpinan yang 
kondusif

Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan 
Pengendalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control 
Environtment Evaluation (CEE).
Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi 
pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian 
urusan Wajib/Pilihan Pemerintah Daerah. Survei tersebut dapat 
menggunakan metode Control Environment Evaluation (CEE), yaitu 
suatu penilaian mandiri atas pengendalian / Control Self
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Assessment (CSA) yang diaplikasikan pada lingkungan 
pengendalian.
Jika dari basil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam 
atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada 
beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan 
yang dilakukan penilaian.
Contoh simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern 
Pemerintah Daerah menurut metode CEE yang diterapkan oleh 
peserta FGD yaitu memadai atau kurang memadai.
Sebagai contoh, berdasarkan basil survei pada urusan wajib 
pelayanan dasar bidang kesehatan ditemukan kelemahan 
lingkungan pengendalian pada sub unsur penyusunan dan 
penerapan kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM yaitu 
rekrutmen, retensi, maupun prosedur pemiiihan SDM belum 
dilakukan dengan baik.

d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan 
wajib/pilihan.
Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, 
selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada 
Pemerintah Daerah dengan menggunakan Kertas Kerja. Ilustrasi 
dapat disajikan sebagai Form 2.
Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi 
apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang 
jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan 
kesimpulan.
Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian 
adalah sebagai berikut:
1) Penegakan integritas dan nilai etika

Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat Daerah karena 
tersangkut kasus hukum.

2) Komitmen terhadap kompetensi
a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan 

pengalaman.
b) Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan 

di RSUD belum memenuhi kebutuhan akan pemberian 
pelayanan kesehatan di Era JKN.

3) Kepemimpinan yang kondusif
a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan Risiko 

yang memberikan kejelasan arah pengelolaan Risiko.
b) Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah 

belum menyajikan informasi mengenai Risiko.
c) Pelayanan pasien BPJS belum optimal dan terdapat 

regulasi Dinas Kesehatan tidak berjalan sebagaimana 
mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter.

4) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang 
pembinaan SDM
a) Pemerintah Daerah belum mengintemalisasi budaya sadar
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Risiko.
b) Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment 

atas pengelolaan Risiko.
c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam 

perhitungan penghasilan.
d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai.
e) Pemerintah Daerah belum memiliki strategi dalam 

pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di 
Puskesmas.

f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD belum
memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian 
pelayanan kesehatan.

5) Perwujudan peran APIP yang efektif
Inspektorat Daerah belum melakukan audit kineija yang 
dihubungkan dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang 
melibatkan beberapa Perangkat Daerah terkait. Audit kinerja 
yang dilakukan masih sebatas audit kinerja pada Dinas 
Kesehatan.

Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang baik, 
sedapat mungkin Bupati/Kepala Perangkat Daerah diikutkan 
dalam pembahasan kondisi lingkungan pengendalian. Simpulan 
akhir atas kondisi lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah 
akan menjadi dasar bagi pen}nasunan rencana tindak perbaikan 
lingkungan pengendalian.
Proses identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dapat 
mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan No. 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE).
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Form 2
Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah : Kabupaten Boyolali
Tahun Penilaian 2021
No Sub unsur Hasil Reviu Dbkumen Hasil Survei Persepsi : SimptiM 1 ' Perijela'bbh ■' \ 1

^ HasU 4 ii Uraian ' S! Hasil ‘ 1 V; Urai^t \ , \ 'i:
' ^ 5 

! 1 J i i ^ : ^ ,d,r. 1 ^ ' e '
f. ■ t

 ; ^ \ 1 : 1
i f 1 ’ . r •' •' V M .. i ... 5 :.'1 ‘'it- --jt

1 Penegakan 
integritas dan 
nilai etika

Kurang
Memadai

Banyak teijadi 
pencopotan/mutasi 
pejabat Daerah 
karena tersangkut 
kasus hukum

Memadai Kurang
Memadai

Banyak teijadi 
pencopotan/ mutasi 
pejabat Daerah karena 
tersangkut kasus 
hukum

2 Komitmen
terhadap
kompetensi

Kurang
Memadai

Pegawai belum 
ditempatkan sesuai 
dengan kompetensi 
dan pengalaman 
kualifikasi dan 
kompetensi Dokter 
serta tenaga 
kesehatan di RSUD 
belum memenuhi 
kebutuhan akan 
pemberian pelayanan 
kesehatan di Era
Jaminan Kesehatan 
Nasional

Memadai Kurang
Memadai

Pegawai belum 
ditempatkan sesuai 
dengan kompetensi dan 
pengalaman 
kualifikasi dan 
kompetensi Dokter serta 
tenaga kesehatan di 
RSUD belum memenuhi 
kebutuhan akan 
pemberian pelayanan 
kesehatan di Era 
Jaminan Kesehatan 
Nasional
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Kepemimpinan 
yang kondusif

Kurang
Memadai

Pelayanan pasien 
BPJS belum optimal 
dan terdapat regulasi 
Dinas Kesehatan 
tidak bezjalan 
sebagaimana 
mestinya yaitu 
ketentuan Puskesmas 
belum sepenuhnya 
menyediakan seluruh 
kebutuhan farmasi 
untuk mendukung 
pelayanan kesehatan 
secara memadai

Kurang
Memadai

Pimpinan belum 
menetapkan 
kebijakan 
pengelolaan Risiko 
yang memberikan 
kejelasan arah 
pengelolaan Risiko 
Rencana strategis 
dan rencana keija 
Pemerintah Daerah 
belum menyajikan 
informasi mengenai 
Risiko

Kurang
Memadai

Pimpinan belum 
menetapkan kebijakan 
pengelolaan Risiko 
yang memberikan 
kejelasan arah 
pengelolaan Risiko 
Rencana strategis dan 
rencana keija 
Pemerintah Daerah 
belum menyajikan 
informasi mengenai 
Risiko Pelayanan 
pasien BPJS belum 
optimal dan terdapat 
regulasi Dinas 
Kesehatan tidak 
beijalan sebagaimana 
mestinya yaitu 
ketentuan mengenai 
praktek Dokter

Struktur
organisasi
sesuai
kebutuhan

Memadai Memadai

Pendelegasian 
wewenang dan 
tanggung

Memadai Memadai
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jawab yang 
tepat

6 Penyusunan 
dan Penerapan 
Kebijakan yang 
Sehat tentang 
Pembinaan 
SDM

Kurang
Memadai

Pemerintah Daerah 
belum memiliki 
strategi dalam 
pemenuhan dan 
pendistribusian SDM 
kesehatan di 
Puskesmas 
Pemenuhan tenaga 
kesehatan di RSUD 
belum
memperhatikan 
tingkat kebutuhan 
dalam pemberian 
pelayanan kesehatan

Kurang
Memadai

Pemerintah Daerah 
belum
mengintemalisasi 
budaya sadar Risiko 
Belum terdapat 
pemberian reward 
dan/atau punishment 
atas pengelolaan 
Risiko (Misalnya 
mempertimbangkan 
pertanggu ngj awaban 
pengelolaan Risiko 
dalam penilaian 
kineija)
Evaluasi kineija 
pegawai belum 
dipertimbangkan 
dalam perhitungan 
penghasilan 
Anggaran 
pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia belum 
memadai

Kurang
Memadai

- Pemerintah Daerah 
belum
mengintemalisasi 
budaya sadar Risiko

- Belum terdapat 
pemberian reward 
dan/atau punishment 
atas pengelolaan Risiko 
(Misalnya
mempertimbangkan 
pertanggungj awaban 
pengelolaan Risiko 
dalam penilaian 
kineija)

- Evaluasi kineija 
pegawai belum 
dipertimbangkan 
dalam perhitungan 
penghasilan

- Anggaran 
pengembangan 
Sumber Daya Manusia 
belum memadai 
Pemerintah Daerah 
belum memiliki strategi
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dalam pemenuhan dan 
pendistribusian
Sumber Daya Manusia 
kesehatan di 
Puskesmas 

- Pemenuhan tenaga 
kesehatan di RSUD 
belum memperhatikan 
tingkat kebutuhan 
dalam pemberian 
pelayanan kesehatan

7 Perwujudan 
peran APIP 
yang efektif

Kurang
Memadai

Inspektorat Daerah 
belum melakukan 
audit kineija atas 
penyelenggaraan 
urusan kesehatan 
dalam dngkat 
strategis

Memadai Kurang
Memadai

Inspektorat Daerah 
belum melakukan audit 
kineija atas
penyelenggaraan urusan 
kesehatan dalam tingkat 
strategis

8 Hubungan
Keija yang
Baik dengan 
Instansi 
Pemerintah 
Terkait

Memadai Memadai
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Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor unit
Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian
Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen Kolom e diisi dengan simpulan hasil 

survei persepsi
Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi
Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei 

persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk 
menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan
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2. Penilaian Risiko
Ikhtisar penilaian Risiko dapat disajikan sebagai berikut:

Tujuon

Ketuoron

- Menetopkan konteks/lujuan don memiJih tujuan yang okan dilakukan 
penitotem risiko

- Mekjkukon kjentlfHcosi risiko don onodisis risiko
- Monetopkan risiko-risiko yong okon ditongoni lebih lor>}ut (dibor>gun 

RTP-nyo)

- Doftar lujuan/sasaron sUategis Pemeiintoh Daerah untuk tiap-Uop urusan 
dan indikolor kinerjanyo

- Doftar Uijuon/sosatan strategis (Entitos) OPO
- Doftar tujuon kegioton utoina OPO untuk tlop-liap uruson donlndikotor 

•roiuoronnya
- kertos Kerjo identifikasi Risiko (Doftar Risiko) Uruson Wojlb/Pilihan Strategis 

Pomerintoh Oaorah
- Kertos Korja Identifikasi RItMko (Oafuar Risiko) Uruson Wojib/Pillhon Strategis 

(Eniiios) OPO
- Kcftos Kerja kJeniifikosi Ristso (Doftar Risiko) Urusan Wojib/Piliiian 

Operasionol OPD
^ • - Kertos Kerja Hosil Anaiisis Risiko Urusan Wajlb/Piilhan Strategis Pemerintah

Ooerch, Strotegis (Entitas) OPD, don Operasionol OPO 
I - Kertos Kerja OQltor Risiko Prioritos Uruson Wdjib dan Ptiihan Strategis 

j^/ioerlntah Daerah, Stroiogis (Entlfas) opd, dan Operasionol OPO

Strategis Pemerintah Daoroh
-Sekda selaku Koordinotor
' UPR Pemda (Kepoia Oaeroh dan Kepala OPD/SKPD)
-Fosililator
Strategis (Entitas) OPD
-Sekda seiaku Koordinotor
-UPR TingkQt Es. 1 / 2 (Kepala opd/SKPD dan Kobog/KoWd OPD 
-Fasllitotor 
Operasionol OPO 
-Kepalo OPO
-Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3.4 W*0 Fosilitator

Peloksanaypihak Terkait

WaS5^

Sumber data utomo

Strotegfs Pemerintah Daerah
ar !'-Penyirsunan RPJMD K v

-Olrevlu/ dfmutakhirkon setkjp tohun pada coatpenyusunan KUA/pPAS 
Strategis (Entitus) OPO '-kt
“Padosaot penyusunon RenstraOPD 

4 ^rOiidvk)/ dimutakhirkan setiap lahun poda soot penyusunai^ RKA-OPO 
Operasionol OPD

* '■ ’ Pogg-SQaLpenyusunan RKA-QPQ 
eSA/FGD

hT

Langkah kerja penilaian Risiko urusan wajib/pilihan digambarkan 
sebagai berikut:

laon€^(o|>ark, 
I ttokn/Tcjjijc tcior>tifi^or:i rl^lKo

rvlolokukari 
siko

cit-ialik,<«rtgicl«r«tlfikosl 
risiko

tapari
Kor>(«ks/ Tujuan 
yang akan
Oilokukon 
oonllolon risiko

N/lonyuauo 
Rofiounti Tlndok 

tlatlo n K I t

a. Menetapkan konteks/tujuan
1) Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan 

penilaian Risiko.
Tahap pertama pelaksanaan penilaian Risiko adalah 
menetapkan “konteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan 
ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah 
Daerah, tingkat strategis (entitas) Pemerintah Daerah, dan 
tingkat operasional Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan 
dilakukan penilaian Risikonya. Dengan memahami tujuan yang
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hendak dicapai pada tiap tingkatan, Risiko pada setiap 
tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.
Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk 
memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kineija 
organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada 
tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator 
kineija pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, entitas 
Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah 
didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Pimpinan 
Perangkat Daerah.
Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja 
(organisasi) dengan tingkat penilaian Risiko disajikan sebagai 
berikut:

OKbAMISAU
UNrTKEMA

MENSTRAOP01.2. 3.
CKt

lUnta/fICASKPO 
oro I, 2. 1. DM

Psnurlnuti baanV)

J L":
SuM*fn txunn 

AaafMVMati

Tnnnn t Saaaran
StraugH (CntiHii QPO 

t. 2. 3. on —>
lAdikatar IUn«r>a
Sstaran Slrat^f

(tnWM) OPO 1. 2. 3. 
Du

i 1
J.'

TufUMt • teMWf
OMntuoAai Kaputt ora j. 2. . ^

ora L 2. 10m
1.01*

PmtatonRisko 
>c/ir»Ti (CnilMU on> 

1. 2. S. Dm

MnManRMko 
OpanHM*MMOm> 1. 

2.1. Oft

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian 
Risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut 
merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih 
memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta 
penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau 
pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung 
pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum 
dalam RPJMN.
Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan 
berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan 
dinilai Risiko dan pengendaliannya. Penilaian Risiko dan 
pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai 
kebutuhan.
Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat 
dijelaskan sebagai berikut;
a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah. 

Ikhtisar penetapan tujuan strategis Pemerintah Daerah 
disajikan sebagai berikut:
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Tu^uon Mdmp«fot«h informal tujuan/sasoron stroiegi* P«m«rinlah 0o«fOh untui 
tiap-tiop uruson ckiii mdikotor Iciite'junyo

-a1- l^uorVgatofgn atralcgts pcmQithtoh^oefah

• Uruson VVojtB/Piiinon oon 01*0 yong Terkoit

Peioksona/Pihak TerkoM

' «PM^
WOttU

Sumber data utomo

- Sekdo seioku Koordinotor
- Unit P«mUtk RisAro Pem®ri at ah Doetoh (KepoJa Daofoh don Kepota 

OPO/SKPO)
- FasiUtntor

- Penetapoi; kont«c* tttaksanctkoa podo soot ponyusunon RPJMD gS
Direviu/ rttmutokNiKon s«tk^ tahiin pooa soot penyusLuiun ruA/pPAS7 ^

RPJMO

Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah 
pada dasamya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis 
yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam 
penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, Pemerintah 
Daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan 
mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan 
misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya. 
Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan 
melalui CSA/FGD dan selanjutnya dituangkan dalam 
“Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 
Tahunan”.
Sebagai contoh, berdasarkan "Dokumen Arahan dan 
Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan” Pemerintah Daerah 
menetapkan Konteks Strategis Pemerintah Daerah yang 
akan dilakukan untuk 2 tujuan strategis, yaitu tujuan 1 
dari misi 1, tujuan 1 dari misi 2, dan tujuan 1 dari misi 3. 
Sebagai contoh dalam penilaian Risiko tujuan strategis 1, 
maka peserta CSA/FGD adalah :
(1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah yang terdiri dari 

Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah (pejabat eselon 
2) yang memiliki keterkaitan secara fungsi dan 
kegiatan terhadap tujuan srategis 1, antara lain pada :
a) Dinas Kesehatan;
b) RSUD;
c) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana (DP3AP2KB);

d) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 
Kehadiran pejabat eselon II sangat dianjurkan dalam 
CSA/FGD, walaupun dapat juga dihadiri oleh pejabat 
eselon III dari Perangkat Daerah namun sifatnya 
sebagai pendamping.

(2) Fasilitator
Fasilitator adalah pihak yang bertugas memandu 
instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah
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P..NJ INIlii.l IJl

demi langkah proses penilaian Risiko. Fasilitator dapat 
berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, 
Inspektorat Daerah, atau pihak lain yang berkompeten. 
Langkah penetapan konteks/tujuan strategis
Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
(a) Mendapatkan dan mempelajari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 
data lainnya terkeiit perencanaan seperti Struktur 
Organisasi dan Tata Keija, uraian tugas dan
jabatan, dsb;

(b) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kineija
Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi 
sebagaimana tercantum dal am Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

(c) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan 
misal prioritas pembangunan atau program 
unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari 
urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

(d) Menetapkan sasaran dan Indikator Kineija Utama 
strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan 
penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan 
penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian 
sasaran sesuai kebutuhan;

(e) Tuangkan hasil identifikasi sebagaimana contoh 
form 3

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap 
ini:
(a) FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat 

perbedaan antara tujuan/sasaran/indikator 
menurut RPJMD dengan faktualnya. Jika 
terdapat perbedaan, maka peserta FGD 
menyepakati tujuan / sasaran/ indikator yang 
akan digunakan untuk keperluan penilaian 
Risiko;

(b) Perbedaan pada poin (a) tersebut dapat menjadi 
bahan masukan bagi perbaikan dokumen 
perencanaan (RPJMD).

Sebagai ilustrasi, penetapan Konteks/Tujuan Strategis 
Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut;
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f*ama PutiMrintoh Du 
ToTiun PeruioKin 
l*flo^ yo>^9 cDnUol

Pvmemton KODupuion XY2 
20t8
Tohun 2019-2023

Id miL

Tiquon Slrol«9te ftPJMO

Hanotopan Knnuiks 
IBisifco Strcitogts Pome

D>nas T*rkoi(

KU Sosoron RPJmo 
RPJMD

Tujuon. Soxvoo, iku 
VD^ okon dticriciAan 
panHotOn ilMco

TujuQO LI Maningkoinyo IcuolRas iota kMolu ponxnlmahan 
Tujuon 12 Mcnlngkutrryu kolraalvltac masyorakot 
Tujuon 2.1 Manlngkouiyo Luoktos uonsporto*! 
lujuon 2 2 Moningkfrtnyci Koloyaknuivkjr^
Tujucin 2 3 Mcriingkoiiiyo ui,o0-s komunikosl don inlormosi 
tujuon 2 A Moourunnyo rusiko Ouncono 
Tujuon 2.6 Matungltotnyo luciiito^ ungkungon ruelup 
Tujuon 3-1 Monitigkotnyu ok set don kuolKot pondklikort 
Tujuon 3 2 Meolngkotnya derofoi kei^eTioiun maayatokot 
Tujuon 3.3 MetiingLucnyo kesejohteroon touul
Tujuon 3.4 Mnntngko(ny<i ponitlposl perentjxton do lorn pembongunon 
iL^uun 4 I Menlngkotnyo laju pcmmtOuhcin ekonoml 
Tujuon 4.2 Menlngkotnyo pomarotoun ekonomi

3J? Meninafarrtnyo dorojot kesehmbn motyorokok 'J!l""'l! '5-
• 4*. « . -A. (.

• IMnot Kotenoton
- KSUO Kobupolon >sY7
- Oinoi (‘i.niu.ordayaun Por/impuan. PetUndungon Anak. PengendoMoi'i 

Penduduk don Kutuorgo Borencuno (DH3AP2K8)
- Dmoi Pefeerioon umum ikin Porun'o) von Rokyoc

0«oron 9,21 Menlngkotnyo Keeeiomown l'Sj:oni^, 
o?or<w>3_A2i.tun . gtjatnyakuol(fas ki ‘ 
ototou 3 ? 3 MOTlngVrunyu peril Oku hidup sehat 

_ Okuiun 32 4 MuHij gkotnyo p,-c .-(,n« Cluhrogu dl Kabupouio.AYi^- 
9oscffCn3U>t>Mcr>tngKoin)u.peransdrtaPe<nuda dolom

■«T-
Usio HorOfxin Midi.}.' dllonlukon oloh (umlon ktsnxilton ixiyi jiku ongku 
kvrmouon bayl bevtor, moko usio unyko ivoiopon hidup lendon

Program Poning??ioTrlCn*o>omutoti ipu Molrrf^^ri don Anuk 
P'oyiu'n ponnigkulun Puiuycinon KoEuhotan AnokBoHto 
Pfogron- Poncogahan dan PononggutuiTgan Ponyoklt MonukSr^:

—f'ogrcun StondoflsfMl Poitiyonoti Kosuhtiton ‘
-Progroin i ion osiKesuhotondon rembetdayoon
- Piogrnm Perbdikor. <3l?l Matyuiakot

Tu^jon 3 2 MnnJngkotnyo rlorojot kesenotun mosyorokal 
Boio'on 32 2 M«mi gkotnyo fcuaiitoi kosohoton motyorokol 
I Program Peiungkotun ku%ulumo(an Ibu Mukihlrkon don Anok

b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat 
Daerah
Ikhtisar penetapan tujuan Strategis (Entitas) Perangkat 
Daerah disajikan sebagai berikut:

Tujuon Mempefoteh inlormosi cujuan/sosoran strategis (Entitas) 0^0 yong tertait 
untuk ttap-tfcip uriison don indikoior l«nof|anyo

iirusandanindlkotof kinerjonyo
)-tiap ^

- Sekda sokiku KoordirxJtor
Peloksona/Wiok lerkoiti ; - Unit Pemilik Risiko Tii^kat Escort I don 2 (kepala OPO/^JPO don Kabog/Ka 

bidOPO)
- Fasilitotof

Sumbofckaa utamo

*'ifo^dat penyusmon ftemtro OPb ■■ '**
- Direiiiu/.dimutakhirkqn seiicip pada soot penyufurran KKAriQEli^

ftenstro CH>D
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Form 3
CONTOH PENERAPAN

PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

f.

Nama Pemerintah 
Tahun Penilaian 
Periode yang dinilai

Daerah: Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah 
: 2021
: Periode RPJMD Tahun 2019-2023

Sumber Data

Tujuan Strategis 
RPJMD

Penetapan konteks 
Risiko Strategis 
Pemerintah Daerah
Nama Dinas Terkait

Sasaran RPJMD

RPJMD Tahun 2019-2023
Tujuan 1.1 Meningkatnya kuaiitas tata kelola 

pemerintah an
Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat
Tujuan 2.1 Meningkatnya kuaiitas transportasi
Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayakhunian
Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan 

informasi
Tujuan 2.4 Menurunnya Risiko bencana
Tujuan 2.5 Meningkatnya kuaiitas lingkungan 

hidup
Tujuan 3.1 Meningkatnya akses dan kueditas 

pendidikan
Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan 

masyarakat
Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial
Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan 

dalam pembangunan
Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan 

ekonomi
Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan 
masyarakat
Dinas Kesehatan

RSUD

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
(DP3AP2KB)
Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran 3.2.1 
Sasaran 3.2.2

Meningkatnya keselamatan ibu anak 
Meningkatnya kuaiitas kesehatan 
masyarakat
Meningkatnya perilaku hidup sehat 
Meningkatnya prestasi Olahraga di 
Kabupaten Boyolali

Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemuda 
dalam pembangunan

Sasaran 3.2.6 Meningkatnya kesehatan reproduksi

Sasaran 3.2.3 
Sasaran 3.2.4
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IKU Sasaran RPJMD Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah 
kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka 
usia angka harapan rendah.

Priori tas
pembangunan dan 
program unggulan

- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan 
dan Anak

- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 
Balita

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 
Menular

- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Tujuan, Sasaran,
IKU yang akan 
dilakukan peniiaian 
Risiko

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat

Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan 
masyarakat Program Peningkatan 
Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Penetapan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat 
Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah 
sesuai urusan yang diampunya, sebagai contoh, Dinas 
Kesehatan akan menetapkan tujuan/konteks Strategis 
(Entitas) Perangkat Daerah terkait dengan Urusan Wajib 
Kesehatan (Koordinator). Sedangkan, Dinas Pekeijaan 
Umum dan Penataan Ruang akan menetapkan 
tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat Daerah terkait 
dengan Urusan Wajib Pekeijaan Umum (Koordinator). 
Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) 
Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai 
berikut:
(1) Mendapatkan dan mempelajari Rencana strategis 

Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
(2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja 

Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan 
wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung 
pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan 
pada penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah;

(3) Menetapkan sasaran dan Indikator Kineija Utama 
Strategis (entitas) Perangkat Daerah yang akan 
dilakukan peniiaian Risiko. Sasaran yang akan 
dilakukan peniiaian Risiko bisa seluruh atau sebagian 
sasaran sesuai kebutuhan;

(4) Menuangkan hasil identifikasi, sebagaimana form 4
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c)

Penetapan konteks/tujuan stxategis (entitas) Perangkat 
Daerah juga dilakukan pada Perangkat Daerah terkait yaitu 
RSUD, DP3AP2KB, dan Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang (sesuai hasil penetapan konteks strategis 
Pemerintah Daerah)
Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah 
Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat 
Daerah disajikan sebagai berikut:

Tufuan M«fnp«roian Mofnxttt ptcgtom s«gi<nanwrQi'ryi tujuon don
indtkotorkaiuqR)i>uivui na^t>at>«tftiMn«iapb/pfthianyan9<fiirtiolooMk 
u-tiopOTO

<■»«*• Otftor u/fuon ktgkttan vtarnc COO Uittk Hop-unMon cUXi

Mc*$ana/Pihol; T«ric(M : - iC^Mki CPO
- unit Pemif k Rteo ff^gpeot EMiort 3.4 
* Fo*ia«<K

dotoutomo ; R«nio

SurnborDota

Form 4
Contoh Penerapan

penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah pada Dinas
Kesehatan

Nama Pemerintah Daerah ; Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa
Tengah Tahun Penilaian 2021

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang

Kesehatan
Perangkat Daerah yang Dinilai : Dinas Kesehatan
Peran Perangkat Daerah : Perangkat Daerah Koordinator
Sumber Data Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan
Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran
Strategis

1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan 
Reproduksi

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanain Kesehatan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan 

Rujukan.
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IKU Renstra 
Perangkat Daerah

IKU 2023
Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 
100.000 Kelahiran Hidup

57

Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 
Kelahiran Hidup

3,2

Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 
Kelahiran Hidup

3,6

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh
Tenaga Kesehatan yang memiliki 
Kompetensi Kebidanan

100

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Belum ada
IKU Lansia Belum ada
IKU Gizi Belum ada
IKU Kesehatan Reproduksi Belum ada

Informasi lain -

Tujuan,
Sasaran, IKU 
yang akan
dilakukan 
penilaian
Risiko

Tujuan Strategis :
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran Strategis:
Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan 
Reproduksi

IKU Strategis:
-Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran 
Hidup

■ Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup"
Dst

Boyolali, ..................... 2021
Kepala Dinas Kesehatan

Penetapan tujuan/ konteks operasional Perangkat Daerah 
dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait 
sesuai urusan yang diampunya. Penetapan tujuan/konteks 
operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung 
tuj uan strategis Perangkat Daerah.
Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat 
Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:
(1) Mendapatkan dan mempelajari Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Keija dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, 
serta data terkait lainnya;

(2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran 
terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang 
sudah dipilih sebelumnya;

(3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran
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(4)

yang akan dilakukan penilaian Risiko. Kegiatan utama 
yang akan dilakukan penilaian Risiko pada dasamya 
dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun 
demikian, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian 
program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi 
Bupati atau pertimbangan profesional lainnya; 
Menuangkan basil identiflkasi.
Sebagai ilustrasi, terkait dengan pelaksanaan Urusan 
Wajib Kesehatan maka penetapan Konteks/Tujuan 
operasion£il Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan 
adalah sebagai berikut:

Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah 
Tahun Penilaian 2021 
Periode RPJMD Tahun 2019-2023 
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang 
Kesehatan

Perangkat Daerah yang Dinilai: Dinas Kesehatan

Periode yang dinilai 
Urusan Pemerintahan

Sumber Data Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021

Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Program Dinas 
Kesehatan 
(Renja 2021) dan 
Kegiatan Utama

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan 

anak

1. Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK) 7.455 ibu 
hamil

2. Pertemuan ANC Terpadu 30 orang 
peserta

Keluaran/ Hasil 
Kegiatan

3. Sosialisasi pendampingan ibu hamil risiko 
tinggi dalam penggunaan Buku KIA dan 
Pasca salin dengan pelayanan darah 
pada sektor ekstemal

50 orang 
peserta

Pelatihan Managemen Terpadu Pelayanan 
Kesehatan Peduli Remaja

20 orang 
peserta

Pelatihan penjaringan untuk sekolah 
lanjutan 1 K1

20 orang 
peserta

Infonnasi Lain -
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Kegiatan, dan 
indikator 
keluaran yang 
akan dilakukan 
penilaian
Risiko

Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan 
anak

Boyolali,........................  2021
Kepala Dinas Kesehatan

1) Men3Hapkan penilaian Risiko.
Sebelum proses penilaian Risiko dimulai, beberapa hal perlu 
dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan penilaian 
Risiko disajikan sebagai berikut:

TujMft

PelQksono/Pihat: Terkoit

SurrdMf dota utama

- Menetapkon krit«rio don skcA3 dompak serto komungkirtan rMco
■ Menetopkon $ko(o risiko yang dopat ditenma

■ Skoiadampakdori ken'i'un^'ocw"r-’r

- Unn Pemilik Risiko Tingkot Pemerintah Doer oh, Eselon 2,3 don A
- Fasihtotor

u/d4T^uiiukf>ifkaii S9ttap. Cohun^odo goaf pen^sunoffW/a/^pas

- P«doman Poniiaton Risiko
- csa/fgo

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan 
Risiko.
Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar mengacu 
kepada pedoman ini, sebagaimana telah disajikan pada 
lampiran Bab II. Selain itu, penetapan kriteria dan skala 
dampak serta kemungkinan dapat ditetapkan melalui FGD.

b) Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.
Tingkat Risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala 
nilai Risiko dan matriks analisis Risiko sebagaimana telah 
disajikan pada lampiran Bab II pedoman ini.

c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu 
dokumen.
Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke 
dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan 
dalam tahap-tahap berikutnya.

d) Menyiapkan bahan-bahan
Untuk mendukung pelaksanaan penilaian Risiko, perlu 
dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses
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kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, 
hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir 
kertas keija penilaian Risiko, dan sebagainya.

b. Identifikasi Risiko
Dalam tahapan ini, berbagai Risiko yang mengancam pencapaian 
tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko 
yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam 
pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa 
yang sudah pemah teijadi atau peristiwa yang diperldrakan akan 
terjadi. Pada tahap identifikasi Risiko, selain pemyataan Risiko, 
juga disampaikan atribut Risiko antara lain kode Risiko, pemilik 
Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko 
apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat 
dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, 
serta penerima dampak Risiko.
Contoh kode Risiko yang digunakan dalam pedoman ini 
menggambarkan tingkat Risiko, tahun pelaksanaan penilaian 
Risiko, jenis urusan, entitas/ Perangkat Daerah yang menilai, dan 
nomor unit Risiko di entitas/ Perangkat Daerah. Contoh Kode 
Risiko adalah sebagai berikut;

Tingkat 
- Risiko

Tahun - 
Pelaksanaan 

Penilaian 
Risiko

Jenis
;,^iko

Entitas/ 
Perangkat 

Daerah 
yang r 

Menilai

Nomor urut 
Risiko di 
Entitas/ 

Perangkat 
Daerah

Kode

RSO 21 00 05 01 R80.21.00.05.01

RSO *

21
00

05

01

Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat 
Daerah
Tahun pelaksanaan penilaian Risiko adalah 2021 
Kode urusan wajib/pilihan (untuk Risiko strategis 
Perangkat Daerah dan Operasional) atau tujuan strategis 
(untuk Risiko strategis Pemerintah Daerah).
Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk Risiko 
strategis Pemerintah Daerah) atau kode Perangkat 
Daerah yang menilai (untuk Risiko strategis Perangkat 
Daerah dan Operasional)
Nomor urut Risiko
Penjelasan pengkodcan selengkapnya disajikan 
sebagaimana form 5.

Identifikasi Risiko urusan dilakukan sebagai berikut:
1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/ 

program / kegiatan/urusan;
2) Identifikasi kejadian Risiko selain mendasarkan pada 

permasalahan yang pemah terjadi dalam setiap tahapan, juga 
mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan 
menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi Risiko
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urusan wajib/pilihan yang digunakan daiam pedoman ini 
menggunakan CSA/FGD.

Form 5
Contoh Kode Risiko

Tingkat
Risiko

Tahun
Pelaksanaan
Penilaian
Risiko

Jenis
Risiko

Entitas/ 
Perangkat 
Daerah yang 
Menilai

Nomor unit 
di Entitas/ 
Perangkat 
Daerah

Kode

RSP 21 01 01 01 RSP.21.0
1.01.01

RSO 21 02 05 01 RSO.21.0
2.05.01

ROO 21 03 25 01 ROO,21.0
3.25.01

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut 
RSP Strategis Pemerintah Daerah 
RSO Strategis Perangkat Daerah 
ROO Operasional Perangkat Daerah

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 angka 
sebagai berikut

01 Pendidikan 21 Persandian

02 Kesehatan 22 Kebudayaan

03 PU dan Tata Ruang 23 Perpustakaan

04 Pcmmahan dan Kawasan Pennuldman 24 Kearaipan

OS Ketentraman, Ketertiban Umum. dan Periindungan 25 Kelautan dan perikanan

Maayarakat 26 Pariwisata

06 Sosial 27 Pertanian

07 Tenaga Keija 28 Kehutanan/Perkebunan

08 Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak 29 Energi dan sumber daya mineral

09 Pangan 30 Perdagangan

10 Pertanahan 31 Perindustrian

11 Lingkungan Hidup 32 Transmigrasi

12 Administrasi kependudukan dan pen Catalan sipil 33 Penyuaunan Kebyakan dan Koordinasi 
Administratif

13 Pemberdayaan maayarakat dan deaa 34 Administrasi Kesekretariatan DPRD

14 Pengendalian penduduk dan keluarga berencana 35 Pembinaan dan Pengawasan

IS Perhubungan 36 Peren Canaan pembangunan, litbang

16 Komunikaai dan informatika 37 Keuangan dan Pendapatan

17 KUKM 38 Kepegawaian dan Pengembangan SDM

18 Penanaman Modal 39 Bencana

19 Kepemudaan dan olah raga 40 Politik

20 Statistik 99 Lainnya
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Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:
01 Pemerintah Daerah 18 Dinas Komunikasi dan informatika

02 Sekretariat Daerah 19 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

03 Sekretariat DPRD 20 Dinas Penan am an Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu

04 Inspektorat Daerah 21 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

05 Dinas Pendidikan dan Kebud^raan 22 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

06 Dinas Kesehatan 23 Dinas Pertanian

07 Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang 24 Dinas Petemakan dan Perikanan

08 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiinan 25 Bad an Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan 
Daerah

09 Satuan Polisi Pamong Pr^ja 26 Badan Keuangan Daerah

10 Dinas Sosial 27 Bad an Kepegawaian, Pendidikan. dan Pelatiban 
Daerahn Dinas Kopcrasi dan Tenaga Keija 28 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

12 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

29 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

13 Dinas Ketahanan Pangan 30 RSUD Pandan Arang

14 Dinas Lingkungan Hidup 31 RSUD Simo

IS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip8 32 RSUD War as Wins

16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 33 Camat se-kabupaten Boyolali

17 Dinas Perhubungan

Oleh karena itu, pemilihan peserta CSA/FGD juga agar 
mempeitimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta CSA/FGD 
untuk penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah adalah 
Bupati dan Kepala Perangkat Daerah, peserta CSA/FGD untuk 
penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala 
Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah, dan peserta 
CSA/FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala 
Perangkat Daerah Kabag/Kabid Perangkat Daerah serta 
Kasubbag/Kasi/Sub Koordinator. Selain itu, dalam CSA/FGD 
sebaiknya melibatkan fasilitator (Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, 
Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten) dan pegawai yang 
bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.
Sebagai contoh, pelaksanaan CSA identiflkasi Risiko pada Kota XYZ 
dilakukan sebagai berikut:
1) Masing-masing peserta menyampaikan Risiko-Risiko yang dapat 

menghambat pencapaian tujuan/sasaran terpilih;
2) Risiko-Risiko yang disampaikan peserta diketik dan ditampilkan 

pada layar LCD;
3) Seluruh Risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama peserta;
4) Menetapkan dan menyepakati Risiko sesuai hasil diskusi;
5) Mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut Risiko (pemilik 

Risiko, penyebab Risiko, siunber Risiko, sifat penyebab Risiko 
apakah dapat dikendalikan [controllable] atau tidak dapat 
dikendalikan [uncontrollable] oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, 
serta penerima dampak Risiko).
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Hasil identifikasi Risiko pada Urusan Wajib Kesehatan pada Kabupaten 
Boyolali dengan langkah tersebut adalah sebagai berikut;
1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah dilakukan untuk 
mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam 
pencapaiem tujuan strategis Pemerintah Daerah.
Tujuan/Sasaran Strategis Pemerintah Daerah yang akan 
dilakukan pengelolaan Risiko: Meningkatnya derajat kesehatan 
masyarakat.
Selanjutnya berdasarkan CSA/FGD telah teridentifikasi Risiko 
Strategis Pemerintah Daerah :
a) Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah;
b) Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang 

Kesehatan.
Contoh FormuUr Kertas Keija Identifikasi Risiko Strategis 
Pemerintah Daerah disajikan pada form 6.
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Form 6
Contoh Formulir Kertas Keija Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah 
Nama Perangkat Daerah 
Tahun Penilaian 2021 
Periode yang dinilai 
Urusan Pemerintahan

Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah 
Dinas Kesehatan

Periode RPJMD (Tahun 2019-2023)
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Nb Tujuan /S&saten
xStzele^s.

• f - ■ -i ? .!

IndScato^ , JW
i i » i 1

: 11 All i ■
13f' * i r-;t. Illi.hV. ! 1 * 1 Sbbdb i' ■■ 'j 51 1 4t s. % 1^ 1 i i. '1 il i 1 

Uh%i
i; It 1 i'f 1 ^ Fulfil Uiii

s Uruah! .
, ;ii A 1

' kode 1 'mfi , .iSunib^i f 'J ^ "j|ii ^ iRisikp |
a ■ ■ 1 V ^ - ; '■ ,1.4'; A ? , -r-, ; !' .. .1 i 'B,'' J ; i A hi ■: A # rl i* s X-1 % m’i iv.?i 1

Tujuan Strategis 
Pemerintah Daerah 1: 
Menin^catkan der^jat 
kesehatan ma^erakat
Sasaran 3.2.2 
Meningkatnya kualitas 
kesehatan masyarakat

Usia Harapan Hidup Penerapan
Perilaku
Hidup Bersih 
Sehat (PHBS)
rcndah

RSP.219.01.02
.01

Bupati Belum tersedianya
Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat (STBM)
(Tidak tennasuk
prioritas anggaran)

Internal c 1. An^ca kejadian Penyakit 
Tidak Menular (PTM) tinggi
2. Angka kejadian Penyakit 
Menular tinggi
3. Angka stunting tinggi

Bupati, Masyarakat, 
Perax^kat Daerah Tcrkait

Pelayanan
kesehatan
belum
memenuhi 
SPM Bidang 
Kesehatan

RSP.21.01.02
.01

Bupati Sarana prasarana
belum memadai
(Puskesmas PONED 
tidak tersedia.)
Jural ah tenaga
kesehatan belum
memadai (Tenaga
laboratorium, dokter, 
tena^ kesehatan)

Internal c AKI tinggi AKB tinggi Akaba 
Pcnin^catan kasus gizi buruk 
Kasus HIV meningkat Kasus 
TB meningkat Angka
kejadian Penyakit Tidak 
Menular (PTM) tinggi Angka 
kejadian Penyakit Menular 
tinggi
Angka stunting tinggi

Bupati, Masyarakat, 
Perangkat Daerah
Tcrkait
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Keterangan :
Kolom a diisi dengan nomor tirut
Kolom b diisi dengan tujuan stxategis urusan wajib sebagaimana tercantum 
dalam RPJMD/Renstra Kolom c diisi dengan indikator kineija tujuan strategis 
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang 
merupakan Risiko Kolom e diisi dengan Kode Risiko
Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola Risiko 
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya Risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab Risiko, sebab Risiko bisa 
dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine , dan Material Kolom h diisi dengan sumber Risiko 
(ekstemal/ internal)
Kolom i diisi dengan C, jika unit keija mampu untuk mengendalikan penyebab Risiko, atau UC jika unit keija tidak mampu 
mengendalikan Risiko
Kolom j diisi dengan uraian akibatyang ditimbulkan jika Risiko benar-benar teijadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak 
Risiko, dampak Risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kineija, Reputasi dan Hukum 
Kolom k diisi dengan pihak/imit yang menderita/terkena dampak jika Risiko benar-benar teijadi
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Hal-hal yang pcrlu diperhatikan dalam penyusiinan Risiko strategis 
Pemerintah Daerah:
a) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan Risiko 

yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi 
tanggung jawab Pemerintah Daerah (misal: peraturan/ 
monitoring dan lain-lain).

b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung 
jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati.

c) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi 
kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah 
Daerah untuk memastikan / membantu pencapaian tujuan 
strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk 
peraturan/keputusan/SE Bupati atau pemantauan oleh 
Bupati.

d) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-faktor 
di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang 
dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah 
Daerah.

e) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan 
strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan 
pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah 
yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Bupati.

f) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa Risiko yang 
menurut Bupati merupakan Risiko yang penting, sehingga 
diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati.

g) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi Bupati.
2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan 
untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam 
pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait 
dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang dipilih pada tahap 
penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah.
Sebagaimana dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan telah 
menetapkan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah 
Urusan Wajib Kesehatan yang akan dilakukan penilaian Risiko. 
Tujuan/Sasaran Strategis Dinas Kesehatan yang akan dilakukan 
pengelolaan Risiko terkait Urusan Wajib Kesehatan: Tujuan 
strategis meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan sasaran 
strategis meningkatnya keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan 
Reproduksi.
Selanjutnya berdasairkan CSA, telah teridentifikasi Risiko Strategis 

(Entitas) Dinas Kesehatan:
a) Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan tidak 

dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur).
b) Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan;
c) Sarana pendukung ANC kurang memadai;
d) Mutasi tenaga kesehatan terlatih.
Contoh Formulir kertas keija Identifikasi Risiko Strategis Perangkat
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Daerah dapat disajikein sebagaimana form 7.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis 
Perangkat Daerah sebagai berikut:
a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang 

disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung 
jawab kepala Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat 
Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala 
Perangkat Daerah dll) - Pengendalian yang nantinya dirancang 
merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala 

Perangkat Daerah.
b) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi 

kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat 
Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah /SOP Perangkat 
Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dll) untuk 
memastikan / membantu pencapaian tujuan strategis 

Perangkat Daerah terkait.
c) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-faktor 

di iuar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang 
dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat 
Daerah.

d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan
strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjaring 
permasalahan pencapan tujuan strategis/operasional
Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan 

oleh kepala Perangkat Daerah.
e) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang 

menurut kepala Perangkat Daerah merupakan Risiko yang 
penting, sehingga diperlukan langkah pengendalia oleh kepala 

Perangkat Daerah.
f) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/divalidasi oleh 

Kepala Perangkat Daerah.
3) Risiko Operasional

Identifikasi Risiko Operasional dilakukan untuk mengidentifikasi 
kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan 

kegiatan Perangkat Daerah.
Dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan telah menetapkan 
konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah Urusan Wajib 
Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang akan dilakukan penilaian
Risiko.
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Form 7
Contoh Formulir Kertas Keija Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah

Naraa Pemerintah
Daerah Nama 
Perangkat Daerah 
Tahun Penilaian 
Periode yang dinilai 
Tujuan Strategis

Urusan
Pemerintahan

Kabupaten Boyolali,
Provinsi Jawa Tengah

Dinas Kesehatan
2021
Periode Renstra (Tahun 2019-2023)
Meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat

: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang
Kesehatan

Nol
i '1

' 1 45 F 'i 't- :■

1 ■ 11^1 1 > 5 
^juan /Sasaran,

1 ;^%0| i ifi.i

W1
1 \ '1M

', Ura^ j
5 1 ! '.1 '4

:K6de|, ',
M -l- \ -i. TIwPliilFTl

PemiTiki ;% Y'S -} 1 j ^uni^r viffllY
1 1 u 1 j'r4f; 1 i 1 ^ f"' ^ 1 4 1 1 ^ ifi f 1, 1 ^ ‘ ,^v| f i 1 [\ 1 mMI

1 Tujuan: 
Meningkatkan 
derajat kesehatan 
masyarakat
Sasaran
Strategis
Perangkat
Daerah:
Meningkatnya
Keselamatan
Ibu, Bayi, Anak 
dan Reproduksi

1. Angka 
Kematian Ibu
Melahirkan
Per 100.000
Kelahiran
Hidup

2. Angka 
Kematian Bayi 
(AKB) Per 1000 
Kelahiran 
Hidup

Penggunaan
layanan
kesehatan
rendah
(Persalinan
tidak
dilakukan 
pada faskes, 
kunjungan 
ibu hamil
tidak teratur)

RSO. 19.02.02.01 Kepala
Dinas
Kesehatan

Kurangnya
Sosialisasi
Kesehatan
Keterlibatan 
lintas program 
lintas sektor 
(Posyandu, 
RT/RW, Lurah, 
Kecamatan, 
Perangkat 
Daerah terkait) 
rendah

Internal c Ibu hamil
tidak
mengetahui 
prosedur 
pelayanan 
dan tanda-
tanda
bahaya
kehamilan

Dinkes,
RSUD,
Masyarakat
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3. Angka
Kematian
Balita (AKaBa) 
Per 1000 
Kelahiran
Hidup

iCualitas 
pelayanan APN 
tidak
sesuai SPM 
Kesehatan

RSO.21.02.02.02 Kepala
Dinas
Kesehatan

Kompetensi 
tenaga 
kesehatan 
tentang APN 
(bidan, dokter) 
rendah 
(Tentang 
SDIDTK
MTBS, neo
natal
esensial)

Internal C Kepuasan
masyarakat
rendah
kualitas dan
efektivitas
pelayanan
rendah

Dinkes
RSUD
Masyarakat

4. Cakupan 
Pertolongan 
Persalinan 
oleh Tenaga 
Kesehatan 
yang memiliki 
Kompetensi 
Kebidanan

Sarana 
pendukung 
ANC kurang

RS0.21.02,02.03 Kepala
Dinas
Kesehatan

- Alat
pendukung 
ANC tidak 
dikalibrasi

- Regen & alat 
pendukung 
ANC kurang

- Tenaga 
laboratorium

Internal C Kualittas
dan
efektivitas
pelayanan
rendah
Kepuasan
masyarakat
rendah

Dinkes
RSUD
Masyarakat

5. Cakupan 
Pelayanan 
Kesehatan
Bayi

Mutasi tenaga 
kesehatan
terlatih

RS0.21.02.02.04 Kepala
Dinas
Kesehatan

Sistem
kepegawaian

Internal uc Kualittas
dan
efektivitas
pelayanan
rendah
Kepuasan
masyarakat
rendah

Dinkes
RSUD
Masyarakat

5
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Kegiatan Dinas Kesehatan yang akan dilakukan penilaian 
Risiko terkait Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang 
Kesehatan: Jaminan Persalinan (DAK non fisik). Tujuan 
Kegiatan tersebut adalah: Peningkatan Keselamatan Ibu 
Melahirkan dan Anak.
Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko 
Operasional Dinas Kesehatan ;
a) Pertanggungjawaban tidak tepat waktu;
b) Pengadministrasian tidak tepat waktu;
c) Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan

mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu 
kelengkapan klaim, berupa dokumentasi.

d) Kegagalan mengidentifikasi permasalahan.
Contoh Formulir kertas keija Identifikasi Risiko Operasional 
Perangkat Daerah disajikan sesuai form 8, 

c. Analisis Risiko
1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko 

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan 
disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis 
Risiko iirusan wajib/ pilihan.
Sebagai contoh, analisis Risiko atas Urusan Wajib pelayanan 
Dasar bidang Kesehatan dilakukan melalui metode CSA. 
Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing 
peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan 
kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati dengan cara 
menuliskan di selembar kertas. Selanjutnya nilai dampak dan 
kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi 
dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor 
dampak dan kemungkinan Risiko. Contoh Formulir Hasil 
Analisis Risiko, sebagaimana form 8.

2) Memvalidasi Risiko
Hasil analisis Risiko Tingkat Strategis Pemerintah Daerah 
selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, 
sedangkan Tingkat Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan 
Operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala 
Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan Risiko 
mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam 
pedoman ini, Risiko dengan kriteria “sangat tinggi” dan “tinggi” 
akan diprioritaskan untuk ditangani.
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Form 8
Contoh Formulir Kertas Keija Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah: Kabupaten Boyolali, Provinsi JawaTengah 

Kama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan 

Tahun Penilaian 2021 
Periode yang dinilai 2021
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran strategis
Perangkat Daerah : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

n.Kegiatan {

i ■ 'i ^

hd^katOT
Hiiaran

T ■; ' : :

1 i ' ■

|Vf| lift W!)\J f 1
H'; 1 |Sebab*)| | ■' C J

Tahap '
! ^ /i/i

Urwan
i 1 ; ■ /

\ ‘ ; i ■

Kbde
t Fbsiko 1

Pemilik t
j. ■ i -4 ,1

; Uraaan !
f 1* ' 1; >» < r ' i
li S N i;I,

jSumber
i . 1 :

;uiju|iii |fl 1 Pihaky|n^ I

e1 i 0 i- ; q • ■»
i:’ -i 9

■<? .• ■ i .i f■ ■ ^ ' g J TOliSuT- 1 Vi1 ; ■Ui II'3# 111' mun
Jaminan
Persalinan
(DAK
NON Fisiiq

Terbayar-
kanya
Jaminan

Peitanggung-
jawaban

Pertanggung-
jawaban tidak
tepat
waktu

ROO.21.02
.02.01

Kepala Dinas
Kesehatan/
Kepala
Bidang
Kesmas

Berkas
dokumentasi 
pasien 
terlambat 
dilengkapi oleh 
rumah sakit

Ekster-
nal

UC Pembayaran 
tidak dapat 
segera
direalisasikan

Bupati,
Rumah
sakit,
Masyarakat

Penatausaha-
an

Pengadmin- 
istrasian tidak 
tepat waktu

ROO.21.02
.02.02

Kepala Dinas
Kesehatan/
Kepala
Bidang
Kesmas

Berkas
dokumentasi 
pasien 
terlambat 
dilengkapi oleh 
rumah sakit

Ekster-
nal

uc Pembayaran
tidak dapat 
segera
direalisasikan

Bupati,
Rumah
sakit,
Masyarakat
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Pelaporan

Pemantauan
dan
evaluasi

Laporan 
Realisasi 
Keuangan 
Triwulan: 
KesuUtan 
mengumpul- 
kan
administrasi
syarat
pencairan,
yaitu
kelengkapan
klaim.
Kegagalan
mengidentiil-
kasi
permasaiahan

ROO.21.02
.02.03

R00.21.
02.02.04

Kepala Dinas
Kesehatan 
/Kepala 
Bidang 
Kesmas

Kepala
Dinas
Kesehatan/
Kepala
Bidang
Kesmas

Rumah Sakit
(RS M. Yunus) 
menyampaikan 
klaim tidak 
lengkap

Evaluasi 
dilakukan 
terbateis pada 
output
(jumlah bumil
mi skin yang
belum
mempunyai
jaminan
kesehatan
lainnya
terlayani

Inter­
nal

UC Dana DAK
Triwulan
berikutnya
tidak
disalurkan
oleh
Kemenkeu

Anggaran
Jampersal
tidak
terserap
100%

Bupati,
Rumah
sakit,
Masyarakat

Dinas
Kesehatan
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i^o Kegiatan
ndikator
Celuaran

Risiko Sebab*)
r. 5 . ■ . i c/

UG

Dampak**)

^ i ’* . ■* 1 V:;;
Tahap Uraian Kode

Risiko
Pemilik Uraiah

■ 3

Sumber Uraian Pihak y^g 
. Terkena1 '

ft b c d 1 ■ :e f g \ ■ ' ■h ; i ? i j 1 -1 > 1 M i 1..
^emberian
Layanan

Terlaksana-
nya
Cegiatan

3erencanaan Data Ibu
lamil miskin 

yang belum 
memiliki
aminan
kesehatan 
lainnya dari 
kecamatan
dan
kelurahan
belum ada

R00.21.
02.02.05

Kepala
Dinas
Kesehatan/
Kepala
Bidang
Kesmas

Kurangnya 
koordinasi 
dengan Dinas 
Sosial

Inter­
nal

C Perencanaan 
kurang tepat

Bupati,
Rumah
sakit,
Masyarakat

Perhitungan
kebutuhan
dana tldak
tepat

R00.21.
02.02.06

Kepala
Dinas
Kesehatan/
Kepala
Bidang
Kesmas

ridak ada
database

Inter­
nal

C Terhambat-
nya
pelayanan

Bupati,
Rumah
sakit,
Masyarakat

Pelaksanaan Adanya 
pasien yang 
masih
dikenakan 
biaya oleh
RS/Bidan 
[double claim)

R00.21.
02.02.07

Kepala
Dinas
Kesehatan/
Kepala
Bidang
Kesmas

Tidak ada
database

Inter­
nal

C Rendahnya
kepuasan
masyarakat

Bupati,
Rumah
sakit,
Masyarakat
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No Kegiatan
ndikator
fCeluaran

, ^ (i. Sebab*)
ci
VC

Dampak**}

>: ■ ■ \ i ; . ■ , ‘t .
1 ;

Tahap Uraian Kode Pemilik Uraiah ^ : Sumber
; j r ' '

Uraian Pihak yang 
. terkenaRisikp

a - b ' C f : : dt e f i g' V ,h. ^ ■: !.. ii '-■j *. ,4 1 ,k • \ %/ a:
Pelaksanaan Proses cross

check data
dengan
BPJS dan
Jamkeskot
yang
membutuh-
kan waktu
lama

R00.21.
02.02.08

Kepala
Dinas
Kesehatan/
Kepala
Bidang
Kesehatan
masyarakat

Kurangnya
koordinasi

Inter­
nal

c Terhambat-
nya
pelayanan

Bupati,
Rumah
sakit,
Masyarakat
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Form 9
Formulir Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
Tahun Penilaian : 2021
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No. “Risiko” yang 
Teridentifikasi

Kode Risiko
Analisis Risiko |

Skala
Dampak*)

Skala
Kemungkinan*)

Skala V 

Risiko ; U
b C d ' r' ■. : / e

I Risiko Strategis
1 Penerapan Perilaku Hidup Bersih 

Sehat (PHBS) rendah
RSP.21.01.01.01 3 3 9

2 Pelayanan kesehatan belum 
memenuhi SPM Bidang Kesehatan

RSP.21.01.01.02 4 4 16

11 Risiko Strategis Perangkat Daerah
1; Dinas Kesehatan

1 Penggunaan layanan kesehatan 
rendah
(Persalinan tidak dilakukan pada 
faskes, kunjungan ibu hamil tidak 
teratur)

RSO.21.01.05.02 4 3 12

2 Kualitas pelayanan APN tidak 
sesuai SPM Kesehatan

RSO.21.01.05.03 4 4 16

3 Sarana pendukung ANC kurang 
memadai

RS0.21.01.05.04 4 2 8
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4 EVIutasi tenaga kesehatan terlatih RSO.21.01.05.10 4 3 12

III Risiko Operasional Perangkat
Daerah
1: Dinas Kesehatan

1 Data Ibu hamil miskin yang belum 
memiliki jaminan kesehatan 

lainnya dari
kecamatan dan kelurahan belum
ada

R00.21.01.05.02 4 4 16

2 Perhitungan kebutuhan dana tidak 
tepat

ROO.21.01.05.03 2 2 4

3 Proses cross check data dengan 
BPJS dan Jamkeskot yatng 
membutuhkan 
waktu lama

ROO.21.01.05.04 3 2 6

Adanya pasien yang masih 
dikenakan biaya oleh Rumah 
Sakit/Bidan {double claim)

ROO.21.01.05.09 3 1 3

5 Pertanggungj awaban tidak tepat 

waktu
ROO.21.01.05.10 4 3 12

6 Pengadministrasian tidak tepat 

waktu
ROO.21.01.05.11 4 2 8

7 Laporan Realisasi Keuangan 
Triwulan: Kesulitan 
mengumpulkan administrasi 
syarat pencairan, yaitu

ROO.21.01.05.12 4 2 8
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kelengkapan klaim, berupa 
dokumentasi

8 Kegagalan mengidentifikasi
permasalahan

ROO.21.01.05.13 4 3 12

Keterangan;
Kolom a diisi dengan nomor unit
Kolom b diisi dengan Risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b 
Kolom c diisi dengan kode Risiko sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi 
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta 

diskusi
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan
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Berdasarkan CSA atas skala dampak dan kemungkinan tersebut 
diperoleh basil sebagaimana disajikan Matrik Analisis Risiko berikut:

Urusan Wajib Pelayanan dasar Bidang Kesehatan

- MATRIKS - r1! 
- ANALISIS RISIKO

Dampak/Konsekuensi
Tidak Kecil Besar Sanflat8 3 eianifikan

0
si “
o> ™
c c3 .5
P -0l-S.X 0

H

Hampir past!

Kemungkinan Q 
besar n

RSP.2100.0 j S|Qb|jaj^4

Kemungkinan ||C 
kecil ^

Sangatjarang ^

ROO,21 01.05 m R6021 0-,0f.04 "
R0Q.21,01.05.11,
ROO .21.01.05.12

_Keterangan; Tinggi

Contoh Formulir Hasil Analisis Risiko untuk tujuan strategis

“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”, maka Daftar Risiko 
Prioritas adalah sebagai berikut:

Nama Pemda : Pemerintah Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
Tahun Penilaian : 2021
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No Risiko
Prioritas

Kode
Risiko

Skala

Risiko

Pemilik

Risiko

Penyebab Dampak

a b c d e f g

I Risiko Strategis

1 Pelayanan 
kesehatan belum 
memenuhi SPM 
Bidang
Kesehatan

RSP.21.01
.01.02

9 Bupati 1. Sarana
prasarana
belum
memadai 
(Puskesmas 
PONED tidak 
tersedia,)

2. Jumlah 
tenaga 
kesehatan
belum

AKI tinggi
AKB tinggi 
Akaba

Peningkatan 
kasus gizi 
buruk Kasus
HIV
meningkat

Kasus TB 
meningkat
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memadai
(Tenaga
laboratorium,

Angka
kejadian
Penyakit
Tidak
Menular
(PTM) tinggi

Angka
kejadian
Penyakit
Menular
tinggi

Angka
stunting
tinggi

II Risiko Strategis 
Perangkat Daerah 
1

Sarana
pendukung ANC 
kurang memadai

RSO.21.0
1.05.03

16 Kepala
Dinas

- Alat
pendukung ANC 
tidak dikalibrasi

- Regen dan alat 
pendukung ANC 
kurang

- Tenaga 
laboratorium di

Puskesmas
kurang

Kualitas 
pelayanan 
ANC tidak 
sesuai SPM 
kesehatan

111 Risiko 
Operasional 
Perangkat Daerah 
1: Dinas

Kesehatan
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1 Data Ibu hamil ROO.21.0 16 Kepala Kurangnya Perencanaan
miskin yang 1.05.02 Bidang koordinasi kurang tepat
belum memiliki dengan Dinas
jaminan 
kesehatan 
lainnya dari 
kecamatan dan
kelurahan belum
ada

Sosial

Terhadap Risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, 
Pemerintah Daerah diharapkan membangun pengendalian 
untuk menurunkan kemungkinan munculnya Risiko 
(preventifl, menurunkan dampak dari Risiko yang muncul 
{mitigatij), atau keduanya.

3) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan
IklitiMr Evaiuasi Pfrngondallan yang Ada dan yang Dib-utuOkan

P«iafe»anp/P>ac*'T*'koK :

- MangMantWIkot pai tg—uKjWon >nr><j axion <ada tadcot risiko yang
Oipnotki osteon <iiranyunl (dttcotoia?

- MentiQi otokUfiwn ptngenciartttn yongooo
- MM^grultfrii.flkoK' portgoncKdlon yung mnsta aUMUsMtari/dltMSngun

f panaattdonahvcsng Ada 
^nusuit wn^/pirthon

idanctttkosi (.e«na>,!-ictottan /utig n>uuiii rllbuujrtsarvtMluv«T>oa<ng^ . 
^^mosMtg miko priodiasurusan Vk'ajWrdiihcviL. * “ .'*■. -

•tratogls Porn arfntah DO qroH
- Swlo'u Koi_.[{*noiw
- -.trUtPomkaRaiko imgsoi £s«*k>o 2 (sot>e>iaOPO/SKPO <»on Kotxtg/KabW 

oro)
- F<j*«Jitotor
Stnategla (Enttto«>OPO
- Ki.-fifilo <)PO
- Uritt PrtmUile Rtslco TIngkot Esaion 1. don 2
- rosOltasor
Oporosiooot OPO
- *0(10*0 OPO
- unit PomuiK Qie-ko TWgbat. Csoton a Ooa «
- i\il..lcV.ltOr

.fsitogi* psmorlntati puiotaW~r-rfc.-''>^6i>,»**» .. ~
.('wnyusMiciM
OHu^iuy' Uini' I'.n n iiVon wvnkjn pocKi soot pony»j«<.»t>c«ri •ajft/pPAl'^'- ^

suaisgis (cmitos) OPO _ _ r>v
:•« pfj<Ki «oo; i‘j. • ■ ivu. '.toon Bonstm opo —
'■■ LMOViuf dtfnu'okhlrtton t»tlop toh'jn pooa wunt panyi-cy;iuii PITA-QPO ..
OporuklonalOPD - ,-.7 ----- ^
POUu i-ooi. iM,r,,7 7unonRKA-OPO . ;; ••

cmaJtoo

— ■•..--.Tfc-.

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian 
kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah 
dalam rangka mengelola Risiko yang diprioritaskan. Kebijakan 
dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai 
efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain 
jika:
a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, 

namun belum mampu menangani Risiko yang 

teridentifikasi;
b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan 

peraturan diatasnya.
Sebagai contoh, dalam Penilaian Risiko Operasional Dinas
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Kesehatan, langkah ini dilakukan sebagai berikut: 
a) Risiko Operasional : Data Ibu hamil miskin yang bclum 

memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan 
kelurahan belum ada.
(1) Kebijakan yang sudah ada vintuk menangani Risiko ini 

adalah Juknis Penggunaan DAK Non Fisik (Permenkes 
Nomor 3 Tahun 2019).

(2) Penilaian efektivitas pengendalian yang ada dan 
kelemahan pengendalian (celah pengendalian). Celah 
pengendalian ini contohnya seperti pengendalian yang 
ada belum mampu menangani Risiko yang ada, 
pengendalian yang ada tidak sesuai dengan peraturan 
diatasnya, pengendalian belum diikuti dengan prosedur 
baku yang jelas, pengendalian belum dilaksanakan, atau 
pengendalian masih lemah (masih ada Risiko lain yang 
timbul).

(3) Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan 
Beberapa kebijakan yang masih perlu dibangun oleh 
Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk menangani Risiko 
pada Urusan Wajib Kesehatan antara lain adalah 
Evaluasi atas Implementasi Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus 
Nonfisik Bidang Kesehatan.

(4) Penetapan penanggungjawab pengendalian yang 
dibutuhkan Penanggung jawab pengendalian yang 
dibutuhkan terdiri dari pihak-pihak yang berkompeten, 
berwenang, dan terkait dalam membangun pengendalian, 
yaitu Kepala Bidang.

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
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IkhtlsarPenyusunan RTP

Tujuan : ■ • Mertgklentifllcosi Rencana TintiakPengendalian (RTP) un(uk mengatosi 
' tetemahan fir>gkur>gnn pongendalaran
i - Mengidenlitikasi RTP untuk mengotasi rfeiko poda tingkot strategy 
' pemerintoii daerah, tinqkat strategis (entitas) OPD, don tlngkat operoslonal 
' OPD

Odfrcff Rencwxi TIndak Pengeridoiiori untukMengatosI Rislkor-,7t.
Ftekopiiulasi RTP ' 3

Pdlaksana/PihQk Terkoit Strategy Pemerintoh Daorah
- Kepoio Doeron
■* Sekda selaku kordinotor
- Unit PengeloalQ Risiko Pemda (kepalo doerah dan kepalo OPD/SkPO)
- PosiBtOtOf
Strategis (Entitas) OPD
- Kepalo OPO
- Unit Pemilik Risiko Tingkal eselon 1 atau 2 (Kepola OPD/skpd dan Katiagf 

kabid)
- Tasilitator (opsionat)
Operastonal OPD
- KepoloOPO
- Unit Pemilik Risiko Tlngkat Eselon 3 oUiu 4 OPD
- Fasllitotor (opsionat)

^ /Strategis Pom ermt^ Doerah
PenyusunonRPJMD . - ...
Oi/&vij/ dimuiakhifkan sotiap lutiun pada soot penyusunonikUA/pPAS’96^ 

* straiegls (Entitas) OPD 
- PudQ soul pcnyujur^an Renstra OPD 

Dtteviu/dimutakhirkon setioptahunpada scat penyusunanRKA-OPD■

Sumber data utomo

Oporaslona' OPD 
Doda soQt ponyusunon RKA-OPp,.

: csa/fgo

5

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk 
membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi 
kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi 
Risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.
Langkah kerja penyusunan RTP dapat digambarkan sebagai 
berikut:

Msfwiwttan UtfniffRJUun r.«»?rr MmysiorCKtefl
5cr'?fjfvj
htfmftdtficr.

WnyuMt
rcncof^

mctfUorlngttoR

l/enyuMn
(Or^C‘7Kttn!0(l!'d 
(kmi/nt/nitoilOlOi 

rutodonk:

IindokoA u'ltut 
Msn^ouiy 
keit'fnofia'i 
U^gkurtgon 

PenosnOtfon

PengenikMn ytma 
D^wltrtancki'ow 
?QftgtOVi:.’>30tO^

a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan 
Lingkungan Pengendalian.
Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang 
telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. 
Sebagai contoh, berdasarkan kelemahan lingkungan 
pengendalian intern yang disajikan dalam lampiran form 2, 
selanjutnya disusun Rencana Tindak Perbaikan untuk 
Lingkungan Pengendalian sebagaimana sebagai berikut:
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lama Pemenhtab DaeraK®:
jTahuri Penilaian : 202 :•**--

Ko. Kondisi Lingkungan 
Pengendalian yang 

, Kurang Memadai "

Rencana Tindak......
Perb^^ - ^ :

-Lingkiihgan -«• ^ - 
Pengendalian--

Penapggung 
jawab!T1- -; r^’'

Target Waktu _ 
l^lPenyelesaian

a b ~-<r ~ C - - d e .

I Penegakan Integritas dan Nilai Etika

1 Banyak teijadi 
pencopotan/ mutasi 
pejabat daerah 
karena tersangkut 
kasus 
hukum

Analisis/kajian 
kelemahan 
pengendalian 
kepatuhan hukum

Inspektorat
Daerah

Triwulan II
2021

II Komitmen Terhadap kompetensi

1 Pegawai belum 
ditempatkan sesuai 
dengan kompetensi 
dan pengalaman

Penyusunan peta 
kompetensi dan 
perbaikan SOP 
penempatan 
pegawai

BKP2D Triwulan III
2021

2 Kualifikasi dan 
kompetensi Dokter 
serta tenaga 
kesehatan di RSUD 
belum memenuhi 
kebutuhan akan 
pemberian
pelayanan kesehatan 

di Era
JKN

Rekruitmen dokter 
dan tenaga 
kesehatan

Dinas
Kesehatan

Triwulan III
2021

III Kepemimpinan yang <ondusif

1 Pimpinan belum 
menetapkan 
kebijakan 
pengelolaan Risiko

Penyusunan
kebijakan
pengelolaan
Risiko

Sekda Triwulan I
2021

2 Rencana strategis 
dan rencana keija 
pemda belum 
menyajikan 
informasi 
mengenai Risiko

Penilaian Risiko
rencana strategis 
dan rencana kerja

Sekda Triwulan I 2021

3 Pelayanan pasien
BPJS belum optimal 
dan terdapat regulasi

Evaluasi pemberian
layanan dan 
kepatuhan regulasi

Inspektorat
Daerah

Triwulan I 2021
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Dinas Kesehatan 
tidak berjalan 
sebagaimana 
mestinya yaitu 
ketentuan mengenai 
praktek Dokter

IV Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

1 Pemda belum 
mengintemalisasi 
budaya 
sadar Risiko

Sosialisasi budaya 
Risiko pada setiap 
rapat bulanan

Sekda Setiap bulan

2 Belum terdapat 
pemberian reward 
dan/atau 
punishment atas 
pengelolaan
Risiko

Kajian rancangan 
pemberian reward 
dan/atau 
punishment atas 
pengelolaan Risiko

BKP2D Triwulan I 2021

3 Evaluasi kineija 
pegawai belum 
dipertimbangkan 
dalam perhitungan 
penghasilan

Kajian rancangan 
perhitungan hasil 
kineija terhadap 
penghasilan

BKP2D Triwulan I
2021

4 Anggaran
pengembangan SDM
belum
memadai

Kebijakan eiisiensi
Penggunaan
anggaran

BKP2D Triwulan I
2021

5 Pemerintah Daerah 
belum memiliki 
strategi dalam 
pemenuhan dan 
pendistribusian SDM 
kesehatan di
Puskesmas.

Penyusunan strategi 
pemenuhan dan 
pendistribusian
SDM kesehan 
(Rekomendasi BPK)

Dinas
kesehatan

Triwulan II 2021

6 Pemenuhan tenaga 
kesehatan di RSUD 
belum
memperhatikan 
tingkat kebutuhan 
dalam pemberian 
pelayanan 
kesehatan.

Perbaikan sistem 
Pemenuhan tenaga 
kesehatan di
RSUD

RSUD Triwulan II
2021

V Perwujudan Peran APIP yang Efektif

1 Inspektorat Daerah 
belum melakukan 
audit kineija atas 
penyelenggaraan 
urusan kesehatan

Perbaikan prosedur 
pengawasan kineija 
dan penyusunan 
Program Keija 
Pengawasan

Inspektorat
Daerah

Triwulan I 2021
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11 - - 1 "

dalam tingkat 
strategis

Tahunan
Inspektorat Daerah

b) Merumuskan Kegiatan Pcngendalian yang Dibutuhkan dalam 
Rangka Mengatasi Rislko.
RTP atas Risiko dimaksudkan untuk menentukan 
pcngendalian yang dipcrlukan dalam mengatasi Risiko. 
Dalam menentukan pcngendalian yang akan dibangun perlu 
memperhatikan respon Risiko. Respon Risiko membantu 
instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan 
pcngendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa 
kegiatan pcngendalian dilakukan dengan tepat. Respon 
Risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:
(1) Menghindari Risiko (avoidj

Menghindari Risiko dilakukan dengan cara tidak 
mcmulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat 
meningkatkan Risiko. Penghindaran Risiko dapat 
menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat 
menolak Risiko. Penghindaran Risiko secara tidak tepat 
justru dapat meningkatkan signifikansi Risiko lainnya 
atau mengakibatkan hilangnya peluang memeroleh 

manfaat.
(2) Mengubah / mengurangi kemungkinan munculnya Risiko 

[abate)
Respon ini dilakukan dengan cara mengubah 
kemungkinan munculnya Risiko agar kemungkinan 
teijadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah 
lain yang juga digunakan adalah pencegahan 

[prevention),
(3) Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak Risiko 

[mitigate)
Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ 
mengurangi konsekuensi/dampak Risiko agar kerugian 
menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan 

adalah penanggulangan.
Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, 
yaitu mengurangi Risiko [reduce).

(4) Membagi Risiko (share) atau mcntransfer Risiko 
Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung 
atau berbagi sebagian Risiko. Contoh mekanismenya 
antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan 
struktur organisasi seperti kemitraan dan joint ventures 
untuk menyebarkan tanggung jawab dan kewajiban. 
Terkait dengan pembagian Risiko dengan instansi lain, 
umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat 
yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika Risiko 
dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka 
instansi yang mcntransfer Risiko mendapat Risiko baru,
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yaitu instansi lain yang memeroleh transfer Risiko 
tersebut tidak dapat mengelola Risiko itu secara efektif. 

(5) Menerima atau mempertahankan Risiko (accept/retain) 
Setelah Risiko diubah atau dibagi, maka akan ada Risiko 
tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat 
terjadi suatu insteinsi tidak memiliki pilihan respon yang 
lebih baik, selain menerima Risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk Risiko Strategis 
Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, 
dan Operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut 
meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi 
Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian. 
Sebagai contoh pada penilaian Risiko untuk tujuan strategis 
“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” disajikan 
sebagaimana form 10 (kolom g-i), selengkapnya, kegiatan 
pengendalian atas Risiko prioritas dan RTP-nya disajikan 
dalam form 10.

Contoh Rencana Tfndak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko

Nai;;a Pemerintah Daerah 
Tahun Penilaian 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kabupaten Boyohli 
: 2021
. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

t - ■s-.RitOco’Slrotogls Pamefintoh Doe/ah ' ■

) Petayonon icesehoton behim Rehutmen l^'rogo honorer 
memenuhi spm Sidong Kesehotoo kesahoion

II Wsilro Strolegis OPO: Oinos 
Kesehoton {2019-2023)

] Sorana penduicwg ANC kurong 
rnemodoi

Evoluost otm tmptemertosi 
SOPAlotKalibras}

TriwuIaalV
2021

Kepolo Knos TrMuton I 2021

m Risiko OperasiooQl OPO; Oinos 
Kesehoton (2019)

Evoluosi otos imptementosi 
Stondar Peloyonon 
Puskemos

Xepola Dims *i Tnwukin a 2021

Data Ibu homU misWn ^-ong beium 
memiliki jamnon kesehoton 
fainnyo dori kecomotandOA 
kelurohon beium odo

Evokrasi dtcs k'npiementosi ■' 
(Permenkes Nomor 3 Jz

KepoloBogian .TrMutan 12021

-65-



t. Dikaitkan dengan respon Risiko, maka pengendalian yang 
dibangun yang dicontohkan pada gambar diatas merupakan 
bentuk dari “mengubah / mengurangi munculnya Risiko 
[abate]”.
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Form 10
Formulir Kertas Keija Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda : Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah

Tahun Penilaian 2021

Tujuan Stxategis ; Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

i ii ,i
j 'i 
‘‘

^ 1
No

1
j

; ^ 1 H.-Priorit^s,::

! V': ^ 'M ; 1

kode Risiko
,̂ ■-' ^

; » .j

dy! ?|-|> r|\
) Braian $.'' 

JPengend^to 

yang Sudah 
; Ada *) - :

p.;
Celah

pengendalian -

9 % 4 1
Rehcahdl Tindak 

Pengendalian ■'
? ' ^ ■ : i ?

1 ^ I f -

|.|||||^

''Penlnggoi^'^
’j ! vfaW6j4|i' 
1 J ‘ 3 -y

H t ■ i V im.
ad 3

.> r ^ ■ •' 1 - -rll 5 ..
1 :|h; ^ M/ J/
.v. : .'u A % ;u 4 «*id' . J. •

4 id' ‘ ;
' 'i8 :S '• ".i

'i -xS mf ^ 't Mr .r-Jl! . '1 . Sii: /""■ mu'i. 1 . ^ V jfe J {fl
I Risiko Strategis

1 Pelayanan 
kesehatan belum 
memenuhi SPM 
Bidang Kesehatan

RSP.21.0 1.01.02 SOP
Pertolongan
Persalinan

Prosedur 
pengendalian 
tidak dapat 
dilaksanakan

Rekruitmen 
tenaga honorer 
kesehatan

Bupati Triwulan IV
2021

II Risiko Strategis 
Dinas
Kesehatan

1 Sarana
pendukung Ante 
Natal Care (ANC)

RSO.21.01.05.03 SOP Kalibrasi 
Alat

Prosedur
pengendalian
belum

Evaluasi atas 
implementasi 
SOP Kalibrasi

Kepala Dinas Triwulan I
2021
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kurang memadai dilaksanakan Alat

Standar
Pelayanan
Puskemas
{Permenkes
No. 4 Tahun
2019)

Prosedur
pengendalian
belum
dilaksanakan

Evaluasi atas
implementasi
Standar
Pelayanan
Puskemas

Kepala Dinas Triwulan II
2021

111 Risiko Operasional 
Dinas
Kesehatan

1 Data ibu hamil 
miskin yang 
belum memiliki 
jaminan
kesehatan lainnya 
dari kecamatan 
dan kelurahan
belum ada

R00.21.01.05.02 Juknis 
Penggunaan 
DAK Non
Fisik
(Permenkes 
Nomor 3 
Tahun 2019)

Prosedur
pengendalian
belum
dilaksanakan

Evaluasi atas 
implementasi 
(Permenkes 
Nomor 3
Tahun 2019)

Kepala
Bagian

Triwulan II 
2021

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor unit 
Kolom b diisi dengan Risiko prioritas 
Kolom c diisi dengan kode Risiko
Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, 

Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.
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Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:
(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi,
(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya 

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian 
Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP
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c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian
Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua RTP, 
yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian 
dan renceina tindak perbaikan kegiatan pengendalian. 
Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya 
kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau 
berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada 
tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan 
menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan 
pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari 
duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP 
Rancangan informasi dan komunikasi merupakan 
rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar 
pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui 
keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang 
diinginkan.
Contoh form rancangan pengomunikasian pengendalian 
yang dibangun disajikan sebagai berikut:

Nama Penwintah Daerah 
Tahun Penilaian 
Tujuan Strategy 
Urusan Pemefintahan

Ccnton Pengomunikastan Pengendauan Yang Dibangun
: Pamerinlah Kabupaten BoyoltU
: 2021
: Meningkatkan Derajat Kesehalan Masyarakat 
; Ufusan Wa^ib Pelayanan Oasar Bidang Kesehatan

kekfutmen lenoga honcw Ropot 
kesehoton

Evckjoa otos krpiemenlosi Ropot/Si^ct 
SOPKolbfOsiAlcjl Edoion

Evokrast otos Imptementoa Ropc^/Sufot 
^mdof Pelayanan Ed^on
Pustemos

Ropot/Stfot
Evoboslotasimptementasi Edarvi 
(Permenkes Nomor 3 Tahun
m)

Setaki/ Hnoixesehatan Tfknianl 1
t

p

Boppedo BXPSOM 2021

Dinos StofDioQs f - '•
Kesehaon tesehoiantedDit Tdnulanl

2021
Oinos
Kesehtton

SlolOirKS
kesshotontertxK

Stol Dinos TmManl 1 s
Dinos
Kesehoton

kesehotontekoit 2021 i
k

y

e)

Contoh selengkapnya bentuk form rancangan pengomuni­
kasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam 
form 11.
Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan 
RTP
RTP perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan 
dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau 
keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang 
dilaksanakan dan berjalan efektif.
Contoh/orm rancangan monitoring/pemantauan Risiko dan 
RTP disajikan sebagaimana form 12.
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Form 11
Contoh Pengkomvinikasian Pengendalian yang dibangun

Nama Pemda : Kabupaten Boyolali
Tahun Penilaian : 2021
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No
>̂ *1 ■

Kegiatan
Pengendalian yang 

Dibutuhkan

Media/Bentuk 
; Sarana ,

Pengkomunikasian

; Penyedia 
Informasi

Penerima 
Informasi:

; Rencana 
Waktu ‘ 

Pelaksanaah

Realisasi 
f Waktu .

Pelaksahaan

V S- i \ 1 , t S
-? i .« .«i -1 i 1 J

1 -ftCetoangah i i
» 5 *. k 1«'J 1 f\t 1 '*

' M f" f ; • e ■ ^ ■ d ^ ;■ Jsv ', f ■ g

1 Rekruitmen tenaga 
honorer kesehatan

Rapat Sekda/BP3D Dinas
Kesehatan
BKP2D

Triwulan I
2021

Februari
2021

Tekh
dilakanakan dan 
ditindaklanjuti. 
Dokumentasi 
berupa notulen

2 Evaluasi atas 
implementasi SOP
Alat Kalibrasi

Rapat/Surat
Edaran

Dinas
Kesehatan

Staf Dinas
kesehatan
terkait

Triwulan I
2021

Februari
2021

Telah
dilakanakan dan
ditindaklanjuti.
Dokumentasi
berupa
notulen

3 Evaluasi atas 
implementasi

Rapat/Surat
Edaran

Dinas
Kesehatan

Staf Dinas
kesehatan

Triwulan I 
2021

Februari
2021

Telah
dilakanakan dan 
ditindaklanjuti.
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Standar Pelayanan 
Puskemas

terkait Dokumentasi
berupa
notulen

4 Evaluasi atas 
implementasi 
(Permenkes Nomor 3 
Tahun 2019)

Rapat/Surat
Edaran

Dinas
Kesehatan

Staf Dinas 
kesehatan 
terkait

Triwulan I
2021

Februari
2021

Telah
dilakanakan dan
ditindaklanjuti.
Dokumentasi
berupa
notulen

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan
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Form 12
Contoh Rancangan Pemantauan Risiko atas Pengendalian Intern

Nama Pemerintah Daerah 
Tahun Penilaian 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintah an

: Kabupaten Boyolali 
: 2021
; Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No

h U

Kegiatan ■ 'i
PengendaHan yang 

• Dibutuhkan r %!

Bentuk/ Metode 
Pemantauan yang

3 biperlukan
U 11 ; r . ■: :i ■ j ; ' ^

Penanggung
Jawab

Pemantauan

Iftencana ■ 
Waktu

Pelaksanaan 
; Pemantauan

1 Realisasij 
Waktu i

^ ,1 f
Pelaksahaaii

i ^ ' »s: t it ^ ^ ii C's 1 li " 31 ^

a , ■| }■ : D ,« i fl 1 i -.I i ^ /} ii ■ ■"f.lft'.jFJil 14f ;iijw
1 Rekrutmen tenaga

honorer kesehatan
Konfirmasi persiapan
dan laporan 
pelaksanaan kegiatan

Kepala Dinas 
Kesehatan 
Direktur RSUD

Oktober.
November,
Desember
2021

Oktober.
November,
Desember
2021

Monitoring telah 
dilaksanakan, 
didokumentasikan, 
dan didistribusikan

2 Evaluasi atas
implementasi SOP
Alat Kalibrasi

Konfirmasi 
pelaksanaan Laporan 
pelaksanaan kegiatan

Kepala Dinas 
Kesehatan
Direktur RSUD

Semester I Juni 2021 Monitoring telah 
dilaksanakan, 
didokumentasikan, 
dan didistribusikan

3 Evaluasi atas
implementasi Standar 
Pelayanan Puskemas

Konfirmasi
pelaksanaan Laporan 
pelaksanaan kegiatan

Kepala Dinas 
Kesehatan
Direktur RSUD

Semester I Juni 2021 Monitoring telah 
dilaksanakan, 
didokumentasikan, 
dan didistribusikan
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4 Evaluasi atas Konfirmasi Kepala Dinas Semester I Juni2021 Monitoring telah
implementasi pelaksanaan Laporan Kesehatan dilaksanakan,
(Permenkes Nomor 3 pelaksanaan kegiatan Direktur RSUD didokumentasikan,
Tahun 2019) dan didistribusikan

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang diperlukan
Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan
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3. Kegiatan Pengendalian
Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan 
dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, 
langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan RTP. 
Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa 
kegiatan sebagai berikut:
a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau 

penyempumaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari 
RTP.
Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi Risiko. 
Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan 
prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan 
dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:
1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan 

perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur 
operasi baku yang ada yang terkedt dengan infrastruktur 
pengendalian yang akan dibangun;

2) Unit keija yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem 
pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat 
membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur 
pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam 
dokumen perencanaan apabila diperlukan;

3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian 

berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

b. Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, 
instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan 
prosedur ke dalam kegiatan operasional schari-hari yang harus 
ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak 
terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi
Pemerintah Daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi 
internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan 
Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses 
penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah 
Pemerintah Daerah menyctujui infrastruktur pengendalieui yang akan 
diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang 
ada, Pemerintah Daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang 
dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat 
Daerah, Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu 
diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan 
dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat 
Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya 
sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam
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dokumen RTP.
Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk :
a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit keija atas 

pemberlakuan kebijakan;
b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi Pemerintah Daerah (antara 

lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang 
berkepentingan;

c. Sosialisasi/u'or/cshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya 
dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, 
foto pelaksanaan, dst.
Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan 
rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap 
penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP. 
Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi 
pengomunikasian dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk 
pengomunikasian terkait RTP atas Risiko Strategis Pemerintah 
Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon 2 untuk pengomunikasian 
RTP atas Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Risiko 
Operasional Perangkat Daerah. Contoh pencatatan realisasi 
pengomunikasian disajikan sebagai berikut :

Nama Pemerintah Daerah 
Tahun Penilaian 
TM^uanStiategis 
Unuan Pemermtahan

Realisasi Pengomumkasian Pen^ndalian Yang Dibangun

; Pemerintah Kabupoten Bovotali 
:202l
; Meningkalkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
; Urusan Pelayanan Dasar Bklang Kesehatan

fi^outmen tenogo honorer 
tesehmon

kopot Sekdor'ecppd-
do

DinosKPSeootdi
BKFSCM Trwutonl2021 r«b(UQrl2021 Tetofitfici^sanokoni

dtindoktoftitl

fooiuoa otos imptementos 
SOP XcMiros Aiot

Ropot/Swot
Edoron

Dhos
xesehoton

SWOroi
tesshotflntefteit Trtwdon 12021 Pebftjon 2021 Istoh dkx sane ton & 

d^indok)on|uti

Evatuosi otos implemenioa 
SOP Aid

Ropol/Surat
Edoron

Dines
Xesshoton

StofDinos 
kesehefton itrtait Triwuioni2Q21

Fetxucvi 2021 Telahc£tc&sonal:on&
(ftindDlclQniutl

Evokxniatas imptomentasi 
(Permenkes Nomor 3 Tohun 
20i9)

Ropot/Suot
Edaron

Oinos
KeMhoton

SKif Oinos
tesehotonteftaii
2Ct9t

Tiimjian 12021 FttKMti2Q21 T«io^cflctsorotani
dtindakiQnfUL

5. Pemantauan
Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai 
dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon 2), Kepala 
Bagian/ Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub 
Bagian/Sub Koordinator (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang 
lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan 
Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada 
Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau 
pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah 
dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah.
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Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan 
pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak 
penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian 
Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai RTP yang 
telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas 
pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang 
telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan 
untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah 
dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan 
dapat menggunakan form 12 Rancangan Monitoring dan Evaluasi 
atas Pengendalian Intern yang telah diisi realisasinya (kolom f-g).

Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian intern (Reatisasi)

Nama Pemerintah Oaerah 
Tahun Penilaian 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan

PemerinUh Kabupaten Boyolalf 
2021
Meningkatkan Oerajat Kasehatan Masyarakat 
Orusan Wajib Pelayartan Dasar Bklang Kesehatan

Kegiatan Pongendali- 
an yang dibutuhWan ^

Rekrutmen tonago honorer Konflrmosf 
ke$ehoton perskipancfan

lopotan 
pciokscinoan 
kegKrion

DM

8ukvnn oleh 
KepQJa Dinas 
Kesehoton 
Oirekluf kSOD 
Trwoianun 
0)^
inspektotoi

CXtober.
November,
Oesember

OKtober.
November,
Desember

Moniiofing leloh
dloksonokoa
ddolrumento-
si-koAbon
cfdistnDusikan.

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian Risiko yang 
telah teridentifikasi, maka Pemerintah Daerah perlu membuat 
catatan mengenai kapan Risiko terjadi (risk event) dan dampak yang 
terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui 
tingkat keterjadian Risiko dan efektivitas pengendalian yang telah 
dilaksanakan. Form pencatatan kapan teijadinya Risiko yang 
teridentifikasi menggunakan form 12.
Pencatatan dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk 
pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan 
oleh UPR Tingkat Eselon 2, dan Eselon 3 terkait dengan Risiko 
Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional Perangkat 
Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian Risiko yang dapat 
diilustrasikan sebagaimana berikut;
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Contoh Tinolak Pengandalian untuk Mongatasi Risiko

Nnma 'Pr<mi»rtniah Daarah ; PamartertaH Kabupatan Boyolall 
Tahun Pentiaian ; 2021
Uru&an Pen»»rtntaHon : Ufusm> V/-vt> PalayAoan Dnt-ar flidarng Ko&aftatan

III

Ritiko Stratagla 
Pomorlntari ooaroh

Pelayanon kosat>aton 
balum mumonuni 
SPM Bldoog 
Kasohoton

RIfilko Strcitagis OPO; 
Uinos Kesehaton 
(2019-2073)

Sarooa pendukung 
AttC kurortg 
mama dal

Risiko Oparostonal 
OPO; Dinas 
Kaset^oton (7019)

Data tt>u nomil miskln 
yang baiuii't n'»amiUkl 
lomlnoo kocofKJton 
lolnnyo dor! 
kocamcrtar> clan 
ktilurohon DoKirr> oda

bvoluasi otos 
Impiamamutu j»op 
ParsoUfton

Cvotuosi otas
Irnpiomaniaci SOP 
Atat kolit>roAl

Fvukiosf ataa 
Imptomantoa* 
Stancfof' Peiayanon 
Puskanros'

tvaluosi atoa 
Implen-ieniaai 
(Parmortkaf Nomor 3 
TatK*n 2019)

Bupati rriwulon D

Kapaki Oirvos

Kepalo Dinoe

Trtwukjn u

rrtwulon ii

Kapa lo Bogion Trfwuton I

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap 
tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat 
dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku Penanggung jawab 
Pengawasan Pengelolaan Risiko.

I. PELAPORAN
Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah 
Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko 
setidak-tidaknya berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan 
Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis 
Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah 
/SKPD, dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil 
Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.
Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh UPR disampaikan 
kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit 
Kepatuhan Internal.
Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat 
strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak 
yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat 
strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat
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Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak 
yang terkait.

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR
Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan, dan 
tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah 
dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat 
strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah 
dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon 2.
Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:
1. Laporan tingkat Unit Keija, meliputi:

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan 
yang ditangani oleh setiap Unit Keija Triwulanan;

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan 
yang ditangani oleh setiap Unit Keija Tahunan.

2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat 

Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani 
oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan; dan

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat 
Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan 
yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daereih, meliputi:
a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah 

Daerah Triwulanan; dan
b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah 

Daerah Tahunan.
C. Laporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan 

Interned
Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan 
Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada 
Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BUPATI BOYOLALI.

MOHAMMAD SAID HIDAYAT
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